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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi (hubungan timbal balik) antara 
seorang individu yang satu dengan seorang individu yang lain, baik seseorang sebagai 
pribadi (individu) maupun sebagai anggota kelompok orang (masyarakat). Sosiologi 
adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok- kelompok. 
Kota adalah kelompok orang-orang dalam jumlah tertentu hidup dan bertempat 
tinggal bersama dalam suatu wilayah geografis tertentu berpola hubungan rasional, 
ekonomis, dan individualitis. Menurut Bintarto (N. Daldjoeni, 1997 : 23) : kota dapat 
diartikan sebagai suatu sistem jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan 
kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai dengan strata sosial ekonomi yang 
heterogen dan coraknya yang materialistis. Atau dapat pula diartikan sebagai bentang 
budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alami dan non alami dengan gejala-gejala 
pemusatan penduduk yang cukup besar dengan corak kehidupan yang bersifat 
heterogen dan materialistis dibandingkan dengan daerah belakangnya. 
Salah satu fenomena perkotaan yang sering menjadi objek kajian sosiologi adalah 
pemberdayaan anak jalanan yang mengisi ruas-ruas kota. Fenomena kemiskinan 
struktural yang membuat banyak anak-anak tidak mendapatkan perhatian untuk 
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mengolah masa depannya. Belum lagi pola pendidikan anak yang tidak mendapatkan 
pendidikan optimal membuat banyak anak memilih sikap bergaul yang bebas. 
Anak yang dimaksud dalam penelitian ini nantinya adalah anak yang dalam masa 
peralihan dari kanak-kanak ke dewasa. Seorang anak sudah tidak lagi dapat dikatakan 
sebagai kanak-kanak, namun ia masih belum cukup matang untuk dapat dikatakan 
dewasa. Ia sedang mencari pola hidup yang paling sesuai baginya dan inipun sering 
dilakukan melalui metoda coba-coba walaupun melalui banyak kesalahan. Kesalahan 
yang dilakukannya sering menimbulkan kekawatiran serta perasaan yang tidak 
menyenangkan bagi lingkungannya, orangtuanya. Kesalahan yang diperbuat para 
seorang anak hanya akan menyenangkan teman sebayanya. Hal ini karena mereka 
semua memang sama-sama masih dalam masa mencari identitas. Kesalahan-
kesalahan yang menimbulkan kekesalan lingkungan inilah yang sering disebut 
sebagai efek dari anak yang rawan terhadap kenakalan. 
Namun, secara umum dapat dikatakan bahwa masa anak-anak remaja berawal 
dari usia 12 sampai dengan akhir usia belasan ketika pertumbuhan fisik hampir 
lengkap. Salah satu pakar psikologi perkembangan Elizabeth B. Hurlock(1980) 
menyatakan bahwa masa seorang dikatakan anak ini dimulai pada saat anak mulai 
matang secara seksual dan berakhir pada saat ia mencapai usia dewasa secara hukum. 
Banyaknya permasalahan dan krisis yang terjadi pada masa anak-anak ini menjadikan 
banyak ahli dalam bidang psikologi perkembangan menyebutnya sebagai masa krisis. 
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Pada masa ini perubahan terjadi sangat drastis dan mengakibatkan terjadinya kondisi 
yang serba tanggung dan diwarnai oleh kondisi psikis yang belum mantap, selain dari 
pada itu periode ini pun dinilai sangat penting bahkan ErikErikson(1998) menyatakan 
bahwa seluruh masa depan individu sangat tergantung pada penyelesaian krisis pada 
masa ini 
Sosok seorang anak merupakan aset masa depan suatu bangsa. Di samping hal-hal 
positif yang banyak dilakukan pada beberapa kegiatan seperti pada waktu belakangan 
ini dalam pembinaan yang dilakukan oleh organisasi-organisasi pemerhati anak 
bangsa dan berbagai kegiatan dari aliansi mahasiswa dan pemerintah, kita melihat 
pula ada suatu arus kemorosotan moral yang semakin melanda di kalangan sebagian 
anak-anak kita, yang lebih terkenal dengan sebutan kenakalan remaja. Dalam media 
pemberitaan sering kali kita menyaksikan berita tentang perkelahian pelajar, 
penyebaran narkotika, pemakaian obat bius, minuman keras, penjambret dan 
fenomena yang marak saat ini seperti begal yang dilakukan oleh kebanyakan anak-
anak yang berusia belasan tahun, meningkatnya kasus-kasus kehamilan di kalangan 
remaja putri dan lain sebagainya. 
Hal tersebut adalah merupakan suatu masalah yang dihadapi masyarakat yang kini 
semakin marak, Oleh karena itu masalah kenakalan seorang anak seyogyanya 
mendapatkan perhatian yang serius dan terfokus untuk mengarahkan perkembangan 
anak ke arah yang lebih positif, yang titik beratnya untuk terciptanya suatu sistem 
dalam menanggulangi kenakalan di kalangan anak. 
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Anak yang rawan terhadap kenakalan adalah penggambaran kelompok anak-anak 
yang karena situasi, kondisi, dan tekanan-tekanan kultur maupun struktur 
menyebabkan mereka belum atau tidak terpenuhi hak-haknya, dan seringkali 
dilanggar hak-haknya. Inferior, rentan, dan marjinal adalah beberapa ciri yang 
diberikan pada anak-anak ini. Inferior karena mereka biasanya tersisih dari kehidupan 
normal dan terganggu proses tumbuh kembangnya secara wajar. Sedangkan rentan, 
karena mereka sering menjadi korban situasi, dan bahkan terlempar dari masyarakat 
(displaced children). Marjinal, karena dalam kehidupan sehari-harinya biasa 
mengalami bentuk eksploitasi dan diskriminasi, mudah diperlakukan salah, mudah 
melakukan kesalahan, dan seringkali pula kehilangan kemerdekaannya. 
 
Masa anak-anak dan remaja merupakan masa transisi, dimana usianya berkisar 
antara 12 sampai 20 tahun atau yang biasa disebut dengan usia yang menyenangkan, 
dimana terjadi juga perubahan pada dirinya baik secara fisik, psikis, maupun secara 
sosial. Pada masa transisi tersebut kemungkinan dapat menimbulkan masa krisis, 
yang ditandai dengan kecenderungan munculnya perilaku menyimpang. Satu sifat 
penting yang dimiliki oleh seorang anak adalah rasa ingin tahu. Kenapa rasa ingin 
tahu, maka pikiran tidak akan berkembang. Agar dapat mengembangkan dan 
mendorong rasa ingin tahu, kerinduan untuk mengetahui sesuatu atau menyelidiki hal 
yang tak diketahui berarti merangsang kecerdasan otak. Tanpa itu maka pikiran tak 
dapat berkembang dan kesanggupan untuk belajar pun tak dapat berlangsung.  
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Pada kondisi tertentu perilaku menyimpang tersebut akan menjadi perilaku yang 
mengganggu. Melihat kondisi tersebut apabila didukung oleh lingkungan yang 
kurang kondusif dan sifat keperibadian yang kurang baik akan menjadi pemicu 
timbulnya berbagai penyimpangan perilaku dan perbuatan-perbuatan negatif yang 
melanggar aturan dan norma yang ada di masyarakat yang biasanya disebut dengan 
kenakalan remaja. Untuk mengetahui latar belakang perilaku menyimpang perlu 
membedakan adanya perilaku menyimpang yang tidak disengaja dan yang disengaja, 
diantaranya si pelaku kurang memahami aturan-aturan yang ada. Sedangkan perilaku 
yang menyimpang yang disengaja, bukan karna si pelaku tidak mengetahui aturan. 
 
Hal yang relavan untuk memahami bentuk perilaku tersebut, adalah mengapa 
seseorang melakukan penyimpangan, sedangkan ia tau apa yang dilakukakan 
melanggar aturan. Tidak ada alasan untuk mengasumsikan hanya mereka yang 
menyimpang mempunyai dorongan untuk berbuat demikian. Hal ini disebabkan 
karena pada dasarnya setiap manusia pasti mengalami dorongan untuk melanggar 
pada situasi tertentu, tetapi mengapa pada kebanyakan orang tidak menjadi kenyataan 
yang berwujud penyimpangan, sebab orang yang dianggap normal biasanya dapat 
menahan diri dari dorongan-dorongan untuk menyimpang. 
 
Sebagai permasalahan sosial, disadari bahwa dalam menyikapi persoalan anak-
anak rawan terhadap kenakalan ini, pemerintah bukan hanya dituntut untuk 
meningkatkan perlindungan sosial tetapi juga dibutuhkan komitmen yang benar-benar 
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serius yang kemudian dioperasionalkan dalam bentuk program aksi bersama yang 
konkrit dan kontekstual. Permasalahannya adalah kenakalan bahkan tindak kriminal 
tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, akan tetapi juga dilakukan oleh anak-anak 
remaja usia sekolah, sehingga dikhawatirkan hal tersebut dapat merusak tatanan 
moral, tatanan nilai-nilai susila dan tatanan nilai nilai ajaran agama serta beberapa 
aspek kehidupan lainnya. 
 
Hal tersebut juga telah menimbulkan berbagai macam dampak negatif dan telah 
mencemaskan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Kurang siapnya mental 
anak-anak remaja usia sekolah dalam menerima laju arus globalisasi, bukanlah satu-
satunya faktor penyebab kenakalan mereka. Ada beberapa faktor lain yang dapat 
mendorong mereka menjadi nakal dan kurang bertanggung jawab, diantaranya yang 
paling dominan adalah faktor lingkungan keluarga (Arkan, 2006). Kondisi perilaku 
dan kepribadian anak-anak remaja usia sekolah dewasa ini sangat jauh dari yang 
diharapkan. Perilaku mereka cenderung menyimpang dari nilai-nilai ajaran agama, 
nilai-nilai sosial dan nilai-nilai budaya. Adanya anak-anak remaja usia sekolah yang 
terjerumus pada pergaulan bebas atau bahkan seks bebas, pemakai dan pengedar 
narkoba, terlibat dalam kasus-kasus kriminal, seperti pencurian, perampokan dan 
pemerkosaan. Hal ini menunjukkan betapa kondisi anak-anak usia sekolah pada saat 
ini berada dalam masalah besar. 
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Dua tipe kenakalan anak-anak remaja dari empat tipe menurut Arkan (2006), yaitu : 
1. Anak-anak usia sekolah yang bermasalah. Pada tipe ini seorang anak sulit untuk 
menyesuaikan diri, kecuali pada kalangan terbatas atau hanya pada kelompoknya 
saja. Perilaku sosial dan akademiknya tergolong gagal. Prestasi di sekolah sangat 
mengecewakan; di dalam keluarga selalu membuat masalah; dalam lingkungan 
sosial selalu membuat onar; perilaku menyimpangnya dilakukan terang-terangan; 
dan tidak merasa berdosa apabila melakukan kesalahan. 
2. Anak-anak usia sekolah dengan masalah berat. Pada tipe ini kegagalan total sudah 
terjadi. Ia masuk ke dalam lingkaran “setan”, mundur kena maju pun kena. 
Perilakunya sudah tergolong kriminal; banyak berurusan dengan polisi; dianggap 
sampah masyarakat; tanpa prestasi akademik; terbiasa dengan minuman keras; 
narkoba dan seks bebas. 
 
Sebenarnya banyak cara bisa dilakukan guna mengembalikan penyimpangan 
sosial seorang anak menjadi sesuai dengan yang berlaku di masyarakat. Cara atau 
metode yang dilakukan tersebut tentunya disesuaikan dengan penyimpangan atau 
kenakalan apa yang dilakukan oleh seorang anak. Keadaan ini tentunya menjadi 
tanggungjawab negara, dan melalui Kementerian Sosial beban ini diharapkan bisa 
mendapatkan solusi yang tepat. Melalui Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, 
didirikan panti-panti sosial yang menangani anak nakal yang belakangan ini ditambah 
lagi dengan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Salah satu 
panti yang ada adalah Panti Sosial Marsudi Putera (PSMP) Toddopuli Makassar. 
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Secara umum, panti sosial mempunyai fungsi utama sebagai tempat penyebaran 
layanan; pengembangan kesempatan kerja; pusat informasi kesejahteraan sosial; 
tempat rujukan bagi pelayanan rehabilitasi dari lembaga rehabilitasi tempat di 
bawahnya (dalam sistem rujukan/referral system) dan tempat pelatihan keterampilan. 
Sedangkan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan panti sosial dan atau lembaga 
pelayanan sosial lain yang sejenis adalah: 
(1). Memberikan kesempatan yang sama kepada mereka yang membutuhkan 
untuk mendapatkan pelayanan; menghargai dan memberi perhatian kepada 
setiap klien dalam kapasitas sebagai individu sekaligus juga sebagai anggota 
masyarakat;  
(2) Menyelenggarakan fungsi pelayanan kesejahteraan yang bersifat pencegahan, 
perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi serta pengembangan;  
(3)  Menyelenggarakan fungsi pelayanan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan 
secara terpadu antara profesi pekerjaan sosial dengan profesi lainnya yang 
berkesinambungan;  
(4) Menyediakan pelayanan berdasarkan kebutuhan klien guna meningkatkan 
fungsi sosialnya; dan  
(5) Memberikan kesempatan kepada klien untuk berpatisipasi secara aktif 
dalam usaha-usaha pertolongan yang diberikan. (Balatbangsos, 2004). 
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Adapun proses pelayanan panti sosial meliputi  
(1) tahap pendekatan awal;  
(2) asesmen;  
(3) perencanaan program pelayanan;  
(4) pelaksanaan pelayanan; dan  
(5) pasca pelayanan.  
 
Tahap pasca pelayanan terdiri dari penghentian pelayanan, rujukan, pemulangan 
(penyaluran), dan pembinaan lanjut. Pada tahap akhir pelayanan adalah pembinaan 
lanjut yang merupakan rangkaian dari proses rehabilitasi sosial atau pemulihan, yang 
ditujukan agar eks klien dapat beradaptasi dan juga berperan serta di dalam 
lingkungan keluarga, kelompok, lingkungan kerja, dan masyarakat. Pembinaan lanjut 
(after care) dapat diberikan dalam berbagai macam bentuk, tergantung pada 
kebutuhan masing-masing eks klien. 
 
Program pembinaan lanjut merupakan bagian yang integral dalam rangkaian 
proses pelayanan sosial dan tidak dapat dianggap sebagai modalitas treatment yang 
berdiri sendiri. Hal ini berkaitan dengan pemahaman umum bahwa setelah klien 
menjalani program rehabilitasi primer di panti rehabilitasi, mereka masih 
memerlukan perawatan atau lanjutan agar proses reintegrasi ke masyarakat dapat 
berlangsung lancar. Pada kenyataannya treatment tidak berhenti di dalam panti 
rehabilitasi melainkan terus berlanjut sampai klien kembali ke masyarakat, sehingga 
10 
 
mampu mengembangkan gaya hidup yang sehat dan menjadi manusia yang produktif 
(BNN,2008). 
 
Akan tetapi konsep ideal dan tujuan akhir dari tahapan pembinaan lanjut bagi eks-
klien selama ini masih belum maksimal. Berbagai macam penafsiran makna dari 
tahapan pembinaan masih ada. Masih banyak kendala yang dihadapi baik dari segi 
pemahaman, pelaksanaan, pendanaan, komitmen, dukungan, dan koordinasi antara 
pihak panti, stake holder, masyarakat, maupun keluarga. Bermula dari isu inilah 
peneliti mengangkat judul “PEMBERDAYAAN ANAK BINAAN DI PANTI 
SOSIAL MARSUDI PUTRA (PSMP) TODDOPULI MAKASSAR”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan sebagai berikut: 
1. Bagaimana proses pemberdayaan pada Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) 
Toddopuli Makassar ? 
2. Apa dampak yang terjadi dalam proses pemberdayaan terhadap anak binaan di 
Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Toddopuli Makassar ? 
 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan rumusan masalah diatas yang telah dikemukakan sebelumnya 
maka penelitian ini bertujuan: 
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a. Mendeskripsikan strategi rehabilitasi yang dijalankan oleh Panti Sosial 
Marsudi Putra (PSMP) Toddopuli dalam upaya memberdayakan anak yang 
masuk dalam proses binaan. 
b. Mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan pemberdayaan pada anak 
binaan  menjadi anak yang produktif.. 
 
2. Kegunaan Penelitian 
a. Bagi akademisi selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan masukan dan 
acuan serta menjadi rujukan dalam melakukan penelitian selanjutnya. 
b. Bagi pemerintah diharapkan agar dapat melihat kondisi realitas sosial 
masyarakat khusunya pada pemberdayaan dan produktifitas anak binaan di 
Panti Sosial. 
c. Memberi sumbangan bagi khasanah ilmu sosial yang bisa diterapkan didalam 
kehidupan nyata. 
 
 
 
 
 
 
 
12 
 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA D55AN KERANGKA KONSEPTUAL 
A. Tinjauan Pustaka 
a. Definisi Pemberdayaan 
Pemberdayaan dilahirkan dari bahasa Inggris, yakni empowerment, yang 
mempunyai makna dasar „pemberdayaan‟, di mana „daya‟ bermakna kekuatan 
(power). Bryant & White (1987) menyatakan pemberdayaan sebagai upaya 
menumbuhkan kekuasaan dan wewenang yang lebih besar kepada masyarakat. Cara 
dengan menciptakan mekanisme dari dalam (build-in) untuk meluruskan keputusan-
keputusan alokasi yang adil, yakni dengan menjadikan rakyat mempunyai pengaruh. 
Sementara Freire (Sutrisno, 1999) menyatakan empowerment bukan sekedar 
memberikan kesempatan rakyat menggunakan sumber daya dan biaya pembangunan 
saja, tetapi juga upaya untuk mendorong mencari cara menciptakan kebebasan dari 
struktur yang opresif. 
Konsep lain menyatakan bahwa pemberdayaan mempunyai dua makna, yakni 
mengembangkan, memandirikan, menswadayakan dan memperkuat posisi tawar 
menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala 
bidang dan sektor kehidupan. Makna lainnya adalah melindungi, membela dan 
berpihak kepada yang lemah, untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak 
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seimbang dan terjadinya eksploitasi terhadap yang lemah (Prijono dan Pranarka, 
1996). 
Dalam pandangan Pearse dan Stiefel dinyatakan bahwa pemberdayaan 
mengandung dua kecenderungan, yakni primer dan sekunder. Kecenderungan primer 
berarti proses pemberdayaan menekankan proses memberikan atau mengalihkan 
sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu 
menjadi lebih berdaya. Sedangkan kecenderungan sekunder melihat pemberdayaan 
sebagai proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai 
kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihannya 
(Prijono dan Pranarka, 1996). 
Salah satu indikator dari keberdayaan masyarakat adalah kemampuan dan 
kebebasan untuk membuat pilihan yang terbaik dalam menentukan atau memperbaiki 
kehidupannya. Konsep pemberdayaan merupakan hasil dari proses interaksi di tingkat 
ideologis dan praksis. Pada tingkat ideologis, pemberdayaan merupakan hasil 
interaksi antara konsep top-down dan bottom-up, antara growth strategy dan people 
centered strategy. Sedangkan di tingkat praksis, proses interaksi terjadi melalui 
pertarungan antar ruang otonomi. Maka, konsep pemberdayaan mencakup pengertian 
pembangunan masyarakat (community development) dan pembangunan yang 
bertumpu pada masyarakat (community based development).  
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Edi Suharto (1998) menjelaskan pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga 
pendekatan yaitu: 
1. Pendekatan mikro. Pemberdayaan dilakukan terhadap individu melalui 
bimbingan, konseling, crisis intervention. Tujuan utamanya adalah 
membimbing atau melatih individu dalam menjalankan tugas-tugas 
kesehariannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat 
pada tugas (task centered approach) 
2. Pendetakatan mezzo. Pemberdayaan dilakukan terhadap kelompok 
masyarakat, pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan pendekatan 
kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan, pelatihan, dinamika 
kelompok biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan 
kesadaran, pengetahuan, keterampilan serta sikap-sikap kelompok agar 
memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapi. 
3. Pendekatan makro. Pendekatan ini sering disebut dengan strategi sistem pasar 
(large-system strategy), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem 
lingkungan yang luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, 
aksi sosial, pengorganisasian dan pengembangan masyarakat adalah beberapa 
strategi dalam pendekatan ini. 
Menurut Ife (1995:61-64), pemberdayaan memuat dua pengertian kunci 
yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan di sini diartikan bukan hanya 
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menyangkut kekuatan politik namun mempunyai arti luas yang merupakan 
penguasaan masyarakat atas: 
1. Power over personal choices and life chances. Kekuasaan atas pilihan-pilhan 
personal dan kesempatan-kesempatan hidup, kemampuan dalam membuat 
keputusan-keputusan mengenai pilihan hidup, tempat tinggal dan pekerjaan 
dan sebagainya. 
2. Power over the definition of need. Kekuasaan atas pendefinisian kebutuhan, 
kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginan. 
3. Power over ideas. Kekuasaan atas ide atau gagasan, kemampuan 
mengekspersikan dan menyumbang gagasan dalam interaksi, forum dan 
diskusi secara bebas dan tanpa tekanan. 
4. Power over institutions. Kekuasaan atas lembaga-lembaga, kemampuan 
menjangkau, menggunakan dan mempengaruhi lembaga-lembaga masyarakat 
seperti; lembaga pendidikan, kesehatan, keuangan serta lembaga-lembaga 
pemenuh kebutuhan hidup lainnya. 
5. Power over resources. Kekuasaan atas sumber daya, kemampuan 
memobilisasi sumber daya formal dan informal serta kemasyarakatan dalam 
memenuhi kebutuhan hidup. 
6. Power over economic activity. Kekuasaan atas aktivitas ekonomi kemampuan 
memamfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi serta 
pertukaran barang dan jasa. 
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7. Power over reproduction. Kekuasaan atas reproduksi, kemampuan dalam 
kaitannya dengan proses reproduksi dalam arti luas seperti pendidikan, 
sosialisasi, nilai dan prilaku bahkan kelahiran dan perawatan anak. 
b. Indikator Pemberdayaan 
Untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan secara 
operasional, maka perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan yang dapat 
menunjukkan seseorang itu berdaya atau tidak. Sehingga ketika sebuah 
program pemberdayaan sosisal diberikan segenap upaya dapat 
dikonsentrasikan pada aspek-aspek apa saja dari sasaran perubahan yang 
perlu dioptimalkan. Solomon (1976) menyatakan bahwa “pemberdayaan 
mengandung dua unsur proses dan unsur hasil dan tujuan akhir yang hendak 
dicapai”. Sebagai proses maka pemberdayaan digunakan untuk memperoleh 
keberdayaan, serta memperoleh dan menggunakan keberdayaan tersebut. 
Peberdayaan digambarkan sebagai suatu proses, sedangkan keberdayaan 
dipandang sebagai hasil akhir yang hendak ditujuh (Dubois, 1992). 
Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari 
keberdayaan mereka yang menyangkut kemampuan ekonomi, kmemampuan 
mengakses manfaat kesejahteraan, dan kemampuan kultural dan politis. 
Ketiga aspek tersebut dikaitkan dengan empat dimensi kekuasaan yaitu : 
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kekuasaan didalam (power whitin), kekuasaan untuk (power to), keakuasaan 
atas (power over), kekuasaan dengan (power with). 
Menurut Sumonodingrat (1999: 138, 139), indikator keberhasilan 
yang dipakai untuk mengukur pelaksanaan program-program pemberdayaan 
masyarakat mencakup : 
1. Berkurangnya penduduk miskin, indikatornya yaitu memilki tempat 
tinggal yang layak sesuai dengan kondisi masyarakat serta memilki 
pekerjaan tetap meskipun pedagang kaki lima. 
2. Berkurangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh 
penduduk miskin dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. 
Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan 
masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, 
baik karena kondisi internal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak 
adil) guna melengkapi pemahaman mengenai pemberdayaan maka perlu juga 
diketahui konsep mengenai kelompok lemah dan ketidakberdayaan yang 
dialaminya.  
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Beberapa kelompok yang dapat dikategorikan sebagai kelompok 
lemah atau tidak berdaya menurut Ife meliputi: 
1. Kelompok lemah secara structural, baik lemah secara kelas, gender, maupun 
etnis. 
2. Kelompok lemah khusus, seperti manula, anak-anak dan remaja, penyandang 
cacat, gey, lesbian, masyarakat terasing. 
3. Kelompok lemah secara personal, yakni mereka yang mengalami masalah 
pribadi dan/ atau keluarga. 
Sennet dan Cabb (1972) dan Conway (1979) menyatakan bahwa keitidakberdayaan 
ini disebabkan beberapa factor seperti : ketiadaan jaminan ekonomi, ketiadaan 
pengalaman, dalam arena politik, ketiadaan akses terhadap informasi, ketiadaan 
dukungan finansial, ketiadaan pelatihan-pelatihan, dan adanya ketegangan fisik 
maupun emosional. 
c. Defenisi Anak 
Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari 
perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak 
menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak 
pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak juga merupakan cikal 
bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan 
bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Anak adalah asset 
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bangsa. Masa depan bangsa dan Negara dimasa yang akan dating berada 
ditangan anak sekarang. Semakin baik kepribadian anak sekarang maka semakin 
baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, apabila 
kepribadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang 
akan datang. 
 
Pada umumnya orang berpendapat bahwa masa kanak-kanak merupakan 
masa yang panjang dalam rentang kehidupan. Bagi kehidupan anak, masa kanak-
kanak seringkali dianggap tidak ada akhirnya, sehingga mereka tidak sabar 
menunggu saat yang didambakan yaitu pengakuan dari masyarakat bahwa 
mereka bukan lagi anak-anak tetapi orang dewasa. 
 
Menurut Hurlock (1980), manusia berkembang melalui beberapa tahapan 
yang berlangsung secara berurutan, terus menerus dan dalam tempo 
perkembangan yang tertentu dan bias berlaku umum. Untuk lebih jelasnya 
tahapan perkembangan tersebut dapat dilihat dari uraian sebagai berikut : 
1. Masa pra-lahir : Dimulai sejak terjadinya konsepsi lahir. 
2. Masa jabang bayi : Satu hari – Dua minggu. 
3. Masa bayi : Dua minggu – Satu tahun. 
4. Masa anak :  
> Masa ana-anak awal : Satu tahun – Enam bulan, 
> Anak-anak lahir : Enam tahun – Dua belas/Tiga belas tahun. 
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-   Masa remaja : Dua belas/Tiga belas tahun – Dua puluh satu tahun. 
-   Masa Dewasa : Dua puluh satu tahun – Empat puluh tahun. 
-   Masa tengah baya : Empat puluh tahun – Enam puluh tahun. 
-   Masa tua : Enam puluh tahun – meninggal 
 
Dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam bidang ilmu 
pengetahuan (the body of knowledge) tetapi dapat di telah dari sisi pandang 
sentralistis kehidupan. Misalnya agama, hukum dan sosiologi menjadikan pengertian 
anak semakin rasional dan actual dalam lingkungan sosial.Untuk meletakkan anak 
kedalam pengertian subjek hukum maka diperlukan unsur-unsur internal maupun 
eksternaldi dalam ruang lingkup untuk menggolongkan status anak tersebut. Unsur-
unsur tersebut adalah sebagai berikut : Unsur Internal pada diri anak. Subjek hukum : 
sebagai manusia anak juga digolongkan sebagai human right yang terkait dalam 
ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan disini dimaksud diletakkan pada 
anak dalam golongan orang yang belum dewasa, seseorang yang berada dalam 
perwalian, orang yang tidak mampu melakukan perbuatan hukum. 
 
Persamaan hak dan kewajiban anak : anak juga mempunyai hak dan kewajiban 
yang sama dengan orang dewasa yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-
undangan dalam melakukan perbuatan hukum. Hukum akan meletakkan anak dalam 
posisi sebagai perantara hukum untuk dapat disejajarkan dengan kedudukan orang 
dewasa atau untuk disebut sebagai subjek hukum Unsur eksternal pada diri anak. 
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Ketentuan hukum atau persamaan kedudukan dalam hukum (equality before the low) 
dapat memberikan legalitas formal terhadap anak sebagai seorang yang tidak mampu 
untuk berbuat peristiwa hukum yang ditentukan oleh ketentuan peraturan-peraturan 
hukum itu sendiri, atau meletakkan ketentuan hukum yang memuat perincian tentang 
klasifikasi kemampuan dan kewenangan berbuat peristiwa hukum dari anak yang 
bersangkutan. Hak-hak privilege yang diberikan Negara atau pemerintah yang timbul 
dari Undang-Undang Dasar dan peraturang perundang-undangan. 
 
Untuk memahami pengertian tentang anak itu sendiri sehingga mendekati makna 
yang benar, diperlikan suatu pengelompokan yang dapat dilihat dari berbagai aspek 
kehidupan, yaitu aspek agama, ekonomi, sosiologis, dan hukum. Yaitu : 
 
5. Pengertian Anak Dari Aspek Agama. 
Dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam hal ini adalah 
agama islam, Ustadz Muh. Nur Maulana mengatakan bahwa anak merupakan 
makhluk yang dhaif dan mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari 
kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena anak 
mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama islam, maka anak harus 
diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah baik lahir maupun batin, 
sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti 
dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan 
hidupnya dimasa mendatang. Dalam pengertian Islam,anak adalah titipan Allah SWT 
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kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan 
memakmurkan dunia sebagai rahmatan lila‟lamin dan sebagai pewaris ajaran islam 
pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, 
diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh akan dari 
orang tua, masyarakat , bangsa dan negara. 
 
6. Pengertian Anak Dari Aspek Ekonomi. 
Dalam pengertian ekonomi, anak dikelompokan pada golongan non 
produktif.Apabila terdapat kemampuan yang persuasive pada kelompok anak, hal itu 
disebabkan karena anak mengalami transpormasi financial sebagai akibat terjadinya 
interaksi dalam lingkungan keluarga yang didasarkan nilai kemanusiaan. Fakta-fakta 
yang timbul dimasyarakat anak sering diproses untuk melakukan kegiatan ekonomi 
atau produktivitas yang dapat menghasilkan nilai-nilai ekonomi. Kelompok 
pengertian anak dalam bidang ekonomi mengarah pada konsepsi kesejahteraan anak 
sebagaimana yang ditetapkan oleh UU No.4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak 
yaitu anak berhak atas kepeliharaan dan perlingdungan, baik semasa dalam 
kendungan , dalam lingkungan masyarakat yang dapat menghambat atau 
membahayakan perkembanganya, sehingga anak tidak lagui menjadi korban dari 
ketidakmampuan ekonomi keluarga dan masyarakat. 
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7. Pengertian Anak Dari Aspek Sosiologis. 
Dalam aspek sosiologis anak diartikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang 
senan tiasa berinteraksi dalam lingkungan masyarakat bangsa dan negara. Dalam hal 
ini anak diposisikan sebagai kelompok sosial yang mempunyai status sosial yang 
lebih rendah dari masyarakat dilingkungan tempat berinteraksi. Makna anak dalam 
aspek sosial ini lebih mengarah pada perlindungan kodrati anak itu sendiri. Hal ini 
dikarenakan adanya keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh sang anak sebagai 
wujud untuk berekspresi sebagaimana orang dewasa, misalnya terbatasnya kemajuan 
anak karena anak tersebut berada pada proses pertumbuhan, proses belajar dan proses 
sosialisasi dari akibat usia yang belum dewasa. 
 
8. Pengertian Anak Dari Aspek Hukum. 
Dalam hukum kita terdapat pluralisme mengenai pengertian anak.Hal ini adalah 
sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan yang mengatur secara 
tersendiri mengenai peraturan anak itu sendiri.Pengertian anak dalam kedudukan 
hukum meliputi pengertian anak dari pandangan system hukum atau disebut 
kedudukan dalam arti khusus sebagai objek hukum. 
 
Kedudukan anak dalam artian dimaksud meliputi pengelompokan ke dalam 
subsistem sebagai berikut: 
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Pengertian anak berdasarkan UUD 1945.  
Pengertian anak dalam UUD 1945 terdapat di dalam pasal 34 yang berbunyi: 
“Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” Hal ini 
mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang 
harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. 
Dengan kata lain anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan 
masyarakat Terhadap pengertian anak menurut UUD 1945 ini, Irma Setyowati 
Soemitri, SH menjabarkan sebagai berikut. “ketentuan UUD 1945, ditegaskan 
pengaturanya dengan dikeluarkanya UU No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan 
anak, yang berarti makna anak (pengertian tentang anak) yaitu seseorang yang 
harus memproleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin 
pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rahasia, jasmaniah, 
maupun sosial. Atau anak juga berahak atas pelayanan untuk mengembangkan 
kemampuan dan kehidupan sosial.Anak juga berhak atas pemelihraan dan 
perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesuadah ia dilahirkan “. 
 
Pengertian anak berdasarkan UU Peradilan Anak. 
Anak dalam UU No.3 tahun 1997 tercantum dalam pasal 1 ayat (2) yang 
berbunyi: “ Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai 
umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun (deklapan belas) 
tahun dan belum pernah menikah .” Jadi dalam hal ini pengertian anak dibatsi 
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dengan syarat sebagai berikut: pertama, anak dibatsi dengan umur antara 8 
(delapan) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.Sedangkan syarat kediua si 
anak belum pernah kawin.Maksudnya tidak sedang terikat dalam perkawinan 
ataupun pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila si anak sedang terikat dalam 
perkawinan atau perkawinanya putus karena perceraian, maka sianak dianggap 
sudah dewasa walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun. 
 
Pengertian Anak Menurut UU Perkawinan No.1 Tahun 1974. 
UU No.1 1974 tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang 
digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam pasal 6 ayat (2) 
yang memuat ketentuan syaratperkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 
21 tahun mendapati izin kedua orang tua. 
Pasal 7 ayat (1) UU memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagui pria 
adalah 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun. 
 
Menurut Prof.H Hilman Hadikusuma.SH, menarik batas antara belum 
dewasa dan sudah dewasa sebenarnya tidak perlu dipermaslahkan. Hal ini 
dikarenakan pada kenyataanya walaupun orang belum dewasa namun ia telah 
melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan 
jual beli, berdagang dan sebagainya walaupun ia belum kawin. 
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Dalam pasal 47 ayat (1) dikatan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 
(delapan belas) tahun atau belum pernah melakukan pernikahan ada dibawah 
kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orang tuanya. 
Pasal 50 ayat (1) menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 
(delapan belas) tahun dan belum pernak kawin, tidak berada di bawah kekuasaan 
orang tua, berada dibawah kekuasaan wali. Dari pasal-pasal tersebut di atas maka 
dapatlah disimpulkan bahwa anak dalam UU No1 tahun 1974 adalah mereka 
yang belum dewasa dan sudah dewasa yaitu 16 (enam belas) tahun untuk 
perempuan dan 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki. 
 
Pengertian Anak Menurut Hukum Adat/Kebiasaan. 
Hukum adat tidak ada menentukan siapa yang dikatakan anak-anak dan siapa 
yang dikatakan orang dewasa. Akan tetapi dalam hukum adat ukuran anak dapat 
dikatakan dewasa tidak berdasarkan usia tetapi pada ciri tertentu yang nyata. 
Mr.R.Soepomo berdasarkan hasil penelitian tentang hukum perdata jawa Barat 
menyatakan bahwa kedewasaan seseorang dapat dilihat dari cirri-ciri sebagi 
berikut: 
1. Dapat bekerja sendiri, 
2. Cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan 
bermasyarakat dan bertanggung jawab, 
3.  Dapat mengurus harta kekayaan sendiri. 
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Pengertian Anak Menurut Hukum Perdata. 
Pengertian anak menurut hukum perdata dibangun dari beberapa aspek 
keperdataan yang ada pada anak sebagai seseorang subjek hukum yang tidak 
mampu. Aspek-aspek tersebut adalah:  
– Status belum dewasa (batas usia) sebagai subjek hukum.  
– Hak-hak anak di dalam hukum perdata. 
 
Pasal 330 KUHP Perdata memberikan pengertian anak adalah orang yang 
belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum 
sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum nasional yang ditentukan 
oleh perundang-undangan perdata. Dalam ketentuan hukum perdata anak 
mempunyai kedudukan sangat luas dan mempunyai peranan yang amat penting, 
terutama dalam hal memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan 
anak, misalnya dalam masalah dala masalah pembagian harta warisan, sehingga 
anak yang berada dalam kandungan seseorang dianggap telah dilahirkan 
bilamana kepentingan si anak menghendaki sebagaimana yang dimaksud oleh 
pasal 2 KUHP Perdata. 
 
Pengertian Anak Menurut Hukum Pidana. 
Pengertian anak menurut hukum pidana lebih diutamakan pada pemahaman 
terahadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena secara kodrat memiliki 
subtansi yang lemah dan di dalam system hukum dipandang sebagai subjek 
hukum yang dicangkokan dari bentuk pertanggungjawaban sebagaimana layaknya 
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seseorang sebjek hukum yang normal. Pengertian anak dalam aspek hukum 
pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari 
perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang 
pada akhirnya menjadikan anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak dan 
masa depan yang baik. 
Pada hakekatnya, kedudukan status pengertian anak dalam hukum pidana 
meliputi dimensi-dimensi pengertian sebagai berikut:  
 –  Ketidak mampuan untuk pertanggung jawaban tindak pidana.  
 –  Pengembalian hak-hak anak dengan jalan mensubtitusikan hak-hak anak yang 
timbul   
      dari lapangan hukum keperdataan, tatnegara dengan maksud untuk 
mensejahterakan  
      anak.  
 –   Rehabilitasi, yaitu anak berhak untuk mendapat proses perbaikan mental 
spiritual  
      akibat dari tindakan hukum pidana yang dilakukan anak itu sendiri. 
 –   Hak-hak untuk menerima pelayanan dan asuhan. 
 –   Hak anak-anak dalam proses hukum acara pidana. 
 
Jika ditilik pada pasal 45 KUHP maka anak didefinisikan sebagai anak yang 
belum dewasa apabila belum berumur 16 tahun.Oleh sebab itu jika anak tersebut 
tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah 
itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharaanya dengan 
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tidak dikenakan suatu hukuman, atau memerintahkan supaya diserahkan kepada 
pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman. 
 
Dengan demikian di dalam ketentuan hukum pidana telah memberikan 
perlindungan terahadap anak-anak yang kehilangan kemerdekaan, karena anak 
dipandang sebagai subjek hukum yang berada pada usia yang belum dewasa 
sehingga harus tetap dilindungi segala kepentingan dan perlu mendapatkan hak-
hak yang khusus yang diberikan oleh negara atau pemerintah. Jadi dari berbagi 
defenisi tentang anak di atas sebenarnya dapatlah diambil suatu benang merah 
yang menggambarkan apa atau siapa sebenarnya yang dimaksud dengan anak dan 
berbagai konsekwensi yang diperolehnya sebagi penyandang gelar anak tersebut. 
 
d. Kenakalan Anak Remaja 
Kenakalan anak remaja adalah istilah yang secara resmi digunakan dalam Inpres 
6/1971 yang disusul dengan pembentukan Badan Koordinasi Pelaksanaan Instruksi 
Presiden No. 6 Tahun 1971 yang didalamnya terdapat bidang Penanggulangan 
Remaja. Munculnya istilah kenakalan anak-anak remaja usia sekolah dapat diketahui 
diantaranya melalui berbagai macam tindakan dan tingkah laku yang mereka lakukan, 
antara lain menunjukkan sikap kasar dalam bertindak , bersikap suka menentang 
apabila diarahkan, bersikap membantah apabila diperintah, minum-minuman keras, 
merokok, nongkrong dijalan, coret-coretan di tembok, cenderung berbuat sesuatu 
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yang hanya bermanfaat bagi dirinya sendiri dan merubah suasana sekehendak 
hatinya.  
Menurut Kartono (2010), kenakalan remaja sebagai produk sampingan dari: 
(1) Pendidikan massal yang tidak menekankan pendidikan watak dan kepribadian 
anak, 
(2) Kurangnya usaha orang tua dan orang dewasa menanamkan moralitas dan 
keyakinan beragama pada anak-anak muda, 
(3) kurang ditumbuhkannya tanggungjawab sosial pada anak-anak remaja.  
 
Dapat disimpulkan bahwa kenakalan remaja adalah suatu reaksi atas kondisi 
sosial yang dialami oleh seorang remaja yang tidak bisa menerima norma yang 
berlaku di masyarakat. Sehingga kenakalan remaja adalah sebuah perbuatan reaksi 
yang dilakukan untuk menentang kondisi sosial yang berlaku di masyarakat, 
penentangan tersebut berakibat keluarnya seorang remaja dari norma-norma sosial 
yang berlaku. Karena keluarnya perbuatan seorang remaja dari norma-norma yang 
berlaku di masyarakat, maka keadaan ini disebut sebagai perilaku menyimpang. 
Proses rehabilitasi yang dilakukan ternyata dapat mampu mengembalikan anak-anak 
yang menyimpang dan dikatakan nakal kepada norma-norma yang berlaku. Proses 
rehabilitasi sosial bisa merubah perilaku negatif (kenakalan remaja). 
 
Dalam menyikapi hal tersebut maka permasalahan anak remaja yang ada saat ini, 
maka Pemerintah Republik Indonesia melalui Departemen Sosial RI membuat suatu 
31 
 
program pelayanan rehabilitasi sosial bagi anak remaja bermasalah/anak nakal agar 
dapat menjadi generasi muda yang produktif dan berbudi pekerti yang luhur. 
 
Dalam kajian sosiologi kenakalan remaja tidak bisa dipisahkan dari kajian 
“Patologi Sosial” yang dirumuskan oleh Kartini Kartono. Dalam pemahaman umum 
setiap manusia mempunyai kebutuhan untuk mempertahankan eksistensinya dalam 
hidup. Sehingga timbulah dorongan, usaha dan dinamisme untuk memenuhi 
kebutuhan tersebut. Dalam bukunya “Patologi Sosial” Kartini Kartono membagi 
kebutuhan anak menjadi tiga. Pertama kebutuhan vital yang terdiri dari kebutuhan 
fisik dan organis. Selanjutnya adalah kebutuhan sosial. Dimana kebutuhan ini bersifat 
kemanusiaan (human) atau sosio-budaya. Terakhir adalah kebutuhan manusia akan 
metafisis, religius atau transendental. Manusia sebagai makhluk sosial akan berusaha 
keras untuk memenuhi semua kebutuhan itu. Termasuk dengan cara menyimpang, 
ketika cara-cara yang benar sesuai jalannya tidak mampu memenuhinya. Anak-anak 
yang masuk kedalam panti rehabilitasi ini adalah mereka yang dianggap 
menyimpang. Untuk menjelaskan teori patologi sosial, pemenuhan kebutuhan yang 
menyimpang akan diterangkan beberapa teori yang berkaitan. Sehingga dapat 
menjabarkan permasalahan yang terjadi pada anak-anak yang menyimpang. 
 
Kriminalitas atau kejahatan itu bukan merupakan peristiwa herediter (bawaan 
sejak lahir, warisan) juga bukan warisan biologis. Tingkah laku kriminal itu bisa 
dilakukan oleh siapapun juga, baik wanita maupun pria. Dapat berlangsung pada usia 
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anak-anak, dewasa atau orang yang sudah tua sekalipun. Tindak kejahatan bisa 
dilakukan secara sadar yaitu dipikirkan, direncanakan. Namun bisa juga dilakukan 
dengan setengah sadar, misalnya didorong oleh impuls-impuls yang hebat, didera oleh 
dorongan-dorongan paksaan yang sangat kuat (obsesi-obsesi), kejahatan juga bisa 
dilakukan dengan cara tidak sadar sama sekali. Misalnya, karena terpaksa untuk 
mempertahankan hidupnya, seorang harus melawan dan terpaksa membalas 
menyerang sehingga terjadi pembunuhan. 
 
Singgih D. Gumarsa dalam bukunya yang berjudul “Psikologi Remaja”.  
Mengatakan dari segi hukum , kenakalan remaja digolongkan menjadi dua kelompok 
yang berkaitan dengan norma-norma hukum yaitu kenakalan yang bersifat amoral 
dan sosial serta tidak diantar dalam undang-undang sehingga tidak dapat atau sulit 
digolongkan menjadi pelanggaran hukum. Selanjutnya kenakalan yang bersifat 
melanggar hukum dengan penyelesaian sesuai dengan undang-undang dan hukum 
yang berlaku sama dengan perbutan melanggar hukum bila dilakukan oleh orang 
dewasa. Sedangkan tentang normalnya perilaku kenakalan atau perilaku 
menyimpang, pernah dijelaskan dalam pemikiran Emile Durkheim, bahwa perilaku 
menyimpang atau jahat kalau dalam batas-batas tertentu dianggap sebagai fakta sosial 
yang normal dalam bukunya “Rules Of Sociological Method” dalam batas-batas 
tertentu kenakalan adalah normal karena tidak mungkin menghapusnya secara tuntas, 
dengan demikian perilaku dikatakan normal sejauh perilaku tersebut terjadi dalam 
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batas-batas tertentu dan melihat pada sesuatu perbuatan yang tidak disengaja. Jadi 
kebalikan dari perilaku yang dianggap meninggalkan keresahan pada masyarakat. 
 
Kriminalitas berbeda dengan kenakalan pada umumnya. Kriminalitas adalah 
sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang melanggar dari hukum positif 
yang berlaku. Sedangkan kenakalan yang dilakukan oleh remaja pada umumnya tidak 
melanggar hukum yang ada. Meski sebagian kenakalan remaja terkait erat dengan 
kriminalitas. Dari sini kita bisa melihat bahwa kenakalan remaja adalah sebuah 
tindakan menyimpang dari norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat. Banyak 
peneliti yang telah melakukan penelitian untuk mencari faktor-faktor yang 
berhubungan dengan kenakalan remaja dan upaya rehabilitasinya. Faktor-faktor 
tersebut antara lain identitas, konsep diri, kontrol diri, usia, jenis kelamin, harapan 
pendidikan dan nilai-nilai di sekolah, proses keluarga, pengaruh teman sebaya, kelas 
sosial ekonomi dan kualitas lingkungan sekitar tempat tinggal, semua faktor tersebut 
memiliki kontribusi terhadap kecenderungan kenakalan remaja. Pada penelitian ini, 
upaya penyembuhan yang dilakukan oleh panti akan dipilih sebagai bagian dari 
proses rehabilitasi kenakalan remaja. Untuk itulah mengatasi masalah-masalah 
tersebut dibutuhkan jalan pemecahan. Jalan pemecahan bisa dikategorikan kedalam 
dua kategori. Yaitu pemecahan yang berbasis negara dan pemecahan masalah sosial 
yang berbasis masyarakat. Panti sosial adalah salah satu contoh pemecahan masalah 
sosial yang berbasis masyarakat. Sehingga sangatlah menarik kita mempelajari pola 
strategi pemecahan ini. Karena masyarakat dan kita bisa berperan aktif didalamnya. 
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Dalam kenakalan yang terjadi terhadap anak-anak yang menghuni panti dilakukan 
metode rehabilitasi. Metode rehabilitasi yang terjadi di PSMP Toddopuli dilakukan 
dengan menggabungkan beberapa pendekatan. Mulai dari pendekatan individual 
hingga pendekatan berbasis masyarakat. Dengan pendekatan ini diharap para 
penerima rehabilitasi mengalami reaksi sosial. Teori “Reaksi Sosial” ini di jelaskan 
oleh Kartono Kartini agar terjadi beberapa hal. Pertama ekspresi subyektif dan 
kuantitatif (tingkah laku patologis) yang positif, kedua adalah kesediaan masyarakat 
untuk menerima ketika penyimpangan itu telah diperbaiki. Dengan kata lain 
konsekuensi toleransi merupakan perbandingan tingkah laku obyektif yang nyata 
kelihatan sosiopatik dengan kesediaan lingkungan masyarakat untuk mentolelirnya. 
 
B. Kerangka Konseptual 
1. Panti Sosial 
- Pelayanan sosial 
Pelayanan sosial merupakan usaha-usaha untuk mengembalikan, 
mempertahankan, dan meningkatkan keberfungsian sosial individu-individu dan 
keluarga melalui sumber-sumber sosial pendukung, serta proses-proses yang 
meningkatkan kemampuan individu untuk mengatasi tekanan dan tuntutan kehidupan 
sosial yang normal (Romanyshyn, dalam Fahrudin, 2012). Selain itu pelayanan 
sosial juga sebagai kegiatan yang dilakukan di dalam panti yang bertujuan mengurus 
anak dan remaja yang menyandang masalah sosial untuk dibina guna penumbuhan 
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dan pengembangan keterampilan sosial dan keterampilan kerja sehingga anak dapat 
melaksanakan fungsi sosialnya sebagai anggota masyarakat. 
 
- Rehabilitasi sosial  
Rehabilitas sosial adalah segala tindakan fisik, penyesuaian psikososial dan 
latihan vokasional, sebagai usaha untuk melaksanakan fungsi sosial dan 
meningkatkan kemampuan penyesuaian diri secara maksimal serta mempersiapkan 
klien secara fisik, mental, sosial, dan vokasional untuk suatu kehidupan yg optimal, 
sesuai dengan kelebihan dan kekurangannya (Hensie & Campbell, 1970). Sedangkan 
menurut Kemensos RI No. 07/HUK/ KBP/II/1984, rehabilitasi sosial sebagai suatu 
proses refungsional dan pengembangan yang memungkinkan penyandang masalah 
melaksanakan fungsi sosialnya dalam kehidupan masyarakat. 
 
- Pembinaan lanjut (after care) 
Dilaksanakan setelah tahap terminasi dalam proses pelayanan rehabilitasi sosial di 
dalam panti sosial. Proses pelayanan sosial berakhir ketika terminasi berlangsung. 
Namun karena tanggungjawab terhadap klien, seringkali dilanjutkan dengan 
pelayanan lanjutan (after care). Pembinaan lanjut yang dilaksanakan selama ini 
adalah interpretasi dari prinsip-prinsip pekerjaan sosial. Pembinaan lanjut tidak boleh 
lepas dari prinsip-prinsip yang digunakan dalam memandu aktivitas praktik pekerjaan 
sosial. Pembinaan lanjut yang diberikan pada eks klien setelah kembali pada 
keluarganya. Tujuannya untuk memantau, membantu eks klien agar lebih siap 
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kembali beraktifitas dimasyarakat dan untuk kemandiriannya. Agar mereka tidak 
kembali lagi berperilaku menyimpang. 
 
Bina lanjut merupakan bagian integral dari setiap program pemulihan ataupun 
rehabilitasi sosial, sangat dibutuhkan dan memainkan peran penting dalam 
membentuk perubahan perilaku yang permanen. Eks klien perlu mendapat perhatian 
karena mereka yang telah mencapai kemajuan selama proses rehabilitasi didalam 
panti sangat mungkin mundur kembali pada keadaan seperti sediakala. 
 
Perencanaan untuk melakukan pembinaan lanjut (after care) tidak hanya 
memungkinkan menilai kelangsungan hasil yang dicapai, tetapi juga membantu 
proses terminasi dengan menunjukkan perhatian pekerja sosial maupun pihak 
lembaga pada eks klien secara kontinyu (Fahrudin, 2012). 
 
 
4. Pemberdayaan 
Pemberdayaan dapat diartikan sebagai tujuan dan proses. Sebagai tujuan, 
pemberdayaan adalah suatu keadaan yang ingin dicapai, yakni masyarakat yang 
memiliki kekuatan atau kekuasaan dan keberdayaan yang mengarah pada 
kemandirian. Menurut Edi Suharto (1985:205) Pemberdayaan sebagai proses 
memiliki lima dimensi yaitu: 
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1. Enabling; adalah menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan 
potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu 
membebaskan masyarakat dari sekat-sekat struktural dan kultural yang 
menghambat. 
2. Empowering adalah penguatan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki 
masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-
kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan segenap 
kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian. 
3. Protecting yaitu melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah 
agar tidak tertindas oleh kelompok-kelompok kuat dan dominan, menghindari 
persaingan yang tidak seimbang, mencegah terjadinya eksploitasi kelompok 
kuat terhadap yang lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan 
segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan masyarakat 
kecil. Pemberdayaan harus melindungi kelompok lemah, minoritas dan 
masyarakat terasing. 
4. Supporting yaitu pemberian bimbingan dan dukungan kepada masyarakat 
lemah agar mampu menjalankan peran dan fungsi kehidupannya. 
Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke 
dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan. 
5. Fostering yaitu memelihara kondisi kondusif agar tetap terjadi keseimbangan 
distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok masyarakat. Pemberdayaan 
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harus mampu menjamin keseimbangan dan keselarasan yang memungkinkan 
setiap orang memperoleh kesempatan usaha. 
Menurut Sennet & Cabb (1972) dan Conway (1979) dalam Suharto (1998:209); 
“ketidakberdayaan disebabkan oleh beberapa faktor seperti ketiadaan jaminan 
ekonomi, rendahnya akses politik, lemahnya akses informasi dan teknologi, ketiadaan 
dukungan finansial serta tidak tersedianya pendidikan dan pelatihan” Para teoritisi 
seperti Seeman (1985), Seligman (1972), dan Learner (1986) yang dirangkum 
Suharto meyakini bahwa “ketidakberdayaan yang dialami oleh sekelompok 
masyarakat merupakan akibat dari proses internalisasi yang dihasilkan dari interaksi 
mereka dengan masyarakat.Kelompok masyarakat yang kurang berdaya menganggap 
diri mereka lemah dan tidak berdaya karena masyarakat menganggap 
demikian”.Seeman menyebutnya dengan alienasi, Seligmen menyebutnya dengan 
ketidakberdayaan dan Learner mengistilahkan dengan ketidakberdayaan surplus. 
Berangkat dari fenomena ketidakberdayaan tersebut, maka muncul berbagai 
tindakan pemberdayaan dengan berbagai pendekatan mulai dari program yang 
berkelanjutan sampai pada aktivitas-aktivitas yang sporadis. Pengertian 
pemberdayaan sendiri menjadi perhatian banyak pihak dari berbagai bidang, disiplin 
ilmu dan berbagai pendekatan. 
5. Penjelasan terhadap Anak berhadapan dengan hukum (ABH) dan Anak 
penerima manfaat (APM) dalam Panti Sosial 
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Selaras dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program 
Pembangunan yang Berkeadilan, maka ditetapkan PKSA sebagai program prioritas 
nasional yang meliputi Program Kesejahteraan Sosial Anak Balita (PKS-AB), 
Program Kesejahteraan Sosial Anak Telantar (PKS-AT), Program Kesejahteraan 
Sosial Anak Jalanan (PKS-AJ), Program Kesejahteraan Sosial Anak yang 
Berhadapan dengan Hukum dan Remaja Rentan (PKS-ABH dan Remaja), Program 
Kesejahteraan Sosial Anak Dengan Kecacatan (PKS-ADK) dan Program 
Kesejahteraan Sosial Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (PKS-AMPK). 
Sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden, maka ditetapkan Keputusan Menteri 
Sosial Nomor 15A/HUK/2010 tentang Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial 
Anak (PKSA). 
 
Dalam 5 (lima) tahun ke depan, kerangka kebijakan nasional mengalami 
perubahan yang fundamental. Kebijakan nasional tentang pemenuhan hak anak telah 
dirumuskan dalam RPJMN 2015-2019. Kementerian Sosial telah menindaklanjuti 
rumusan Rencana Strategis Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak 2015-2019 dan 
menjadi acuan utama dalam pengembangan pola operasional Program Kesejahteraan 
Sosial Anak (PKSA). 
SITUASI ANAK 
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Setiap anak mempunyai hak yang sama untuk hidup, tumbuh dan berkembang 
secara maksimal sesuai potensinya. Secara berlapis, dimulai dari lingkar keluarga dan 
kerabat, masyarakat sekitar, pemerintah  lokal sampai pusat, hingga masyarakat 
internasional berkewajiban untuk menghormati,  melindungi dan mengupayakan 
pemenuhan atas hak anak. Hanya jika setiap lapisan pemangku tugas tersebut dapat 
berfungsi dengan baik serta mampu menjalankan kewajiban dan tanggungjawabnya, 
maka anak akan dapat memiliki kehidupan yang berkualitas dan memungkinkannya 
untuk tumbuh serta berkembang secara optimal sesuai potensinya. Meskipun banyak 
upaya telah dilakukan, masih banyak anak Indonesia harus hidup dalam beragam 
situasi sulit yang membuat kualitas tumbuh kembang dan kelangsungan hidupnya 
terancam. 
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2006), jumlah anak Indonesia usia di 
bawah 18 tahun mencapai 79.898.000 jiwa dan mengalami peningkatan menjadi 
85.146.600  jiwa pada tahun 2009. Berdasarkan data BPS tahun 2009, tercatat 
sebanyak 7,4 juta anak berasal dari Rumah Tangga Sangat Miskin, termasuk 
diantaranya 1.217.800 anak balita telantar (BPS,2012) , 7,5 juta anak telantar 
(Pusdatin Kesos, 2012), 31.478 anak jalanan (Pusdatin Kesos, 2013), 4.300 anak 
yang berhadapan dengan hukum (Ditjen PAS,2013) dan 7.000 anak yang sampai 
saat ini hak-hak dasarnya masih belum terpenuhi. (Buku Pedoman PKSA Tahun 
2014) 
RESPON SISTEMIK 
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Masyarakat dan pemerintah dari berbagai tingkatan telah melakukan berbagai 
layanan dan program yang terus dikembangkan dengan intensitas dan kualitas yang 
diupayakan terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun faktanya masih sangat 
banyak anak belum tersentuh pelayanan kesejahteraan sosial karena keterbatasan 
sumber daya. Keterbatasan cakupan pelayanan ini juga  disertai dengan belum adanya 
keterpaduan perencanaan dan pengelolaan sumberdaya dan layanan di antara lembaga 
pelayanan sosial yang ada. Keterbatasan tersebut juga diperparah dengan penggunaan 
pendekatan dan strategi yang konvensional, sehingga mengakibatkan meningkatnya 
masalah sosial anak yang tidak dapat diimbangi dengan upaya pencegahan dan respon 
yang memadai. Strategi konvensional dimaksud seperti kurangnya memperhatikan 
kebutuhan dasar anak yang beragam, sehingga bantuan sosial cenderung 
diseragamkan. 
Sejak 2009 rancangan kebijakan, strategi dan program terobosan yang telah 
lama digagas mulai diaktualisasikan sehingga gap yang ada mampu diperkecil. 
Misalnya sumber pendanaan tidak semata bertumpu pada APBN tetapi menggalang 
juga kerjasama luar negeri, APBD dan dukungan organisasi non-pemerintah dalam 
negeri maupun internasional, termasuk sumber pendanaan Corporate Social 
Responsibilty.  Selain itu dilakukan perubahan paradigma dalam berbagai dimensi 
program meliputi : perspektif analisis masalah dan kebutuhan, sistem penetapan 
target sasaran, pola operasional layanan, keberlanjutan layanan dan sistem 
manajemen pelaksanaan layanan. Pada tahun 2009, Program Kesejahteraan Sosial 
42 
 
Anak (PKSA) mulai dikembangkan dan diujicobakan untuk penanganan anak jalanan 
di lima wilayah yaitu : Jawa Barat, DKI Jakarta, Lampung, Sulawesi Selatan dan 
Yogyakarta. 
 
Belajar dari pengalaman implementasi awal tersebut, mulai tahun 2010, 
layanan PKSA telah diperluas jangkauan target sasaran maupun wilayahnya, meliputi 
: anak balita telantar; anak jalanan dan anak telantar; anak yang berhadapan dengan 
hukum; anak dengan kecacatan; serta anak yang membutuhkan perlindungan khusus 
lainnya seperti anak yang berada dalam situasi darurat, anak yang menjadi korban 
tindak pidana perdagangan orang, korban kekerasan dan eksploitasi seksual, 
eksploitasi ekonomi, korban penyalahgunaan narkoba/ zat adiktif, penderita 
HIV/AIDS, dan anak dari kelompok minoritas atau komunitas adat terpencil. 
PKSA dikembangkan dengan perspektif jangka panjang sekaligus untuk 
menegaskan komitmen Kementerian Sosial untuk merespon tantangan dan upaya 
mewujudkan kesejahteraan sosial anak yang berbasis hak. Juga perwujudan dari 
kesungguhan Kementerian Sosial mendorong perubahan paradigma 
dalam  pengasuhan, peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan tanggung jawab 
orang tua/keluarga dan perlindungan anak yang bertumpu pada keluarga dan 
masyarakat, serta mekanisme pemenuhan kebutuhan dasar anak yang dapat merespon 
keberagaman kebutuhan  melalui tabungan.  Oleh karena itu, PKSA merupakan 
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respon sistemik dalam perlindungan anak, termasuk memberikan penekanan pada 
upaya pencegahan. 
Untuk kepentingan kejelasan operasionalisasi pencapaian tujuan program 
tersebut, maka Pedoman PKSA ini disusun untuk memberikan panduan yang jelas, 
lengkap dan konsisten bagi para pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya. 
 
 
 
KRITERIA PENERIMA MANFAAT 
Sasaran PKSA diprioritaskan kepada anak yang memiliki kehidupan yang 
tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial seperti 
kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan 
penyimpangan perilaku, korban bencana, korban tindak  kekerasan, korban 
eksploitasi dan diskriminasi. 
Sasaran penerima manfaat dibagi dalam 6 (enam) kelompok, yaitu : 
1. Anak balita telantar (usia 0 sampai dengan dibawah 5 tahun), meliputi : 
- Anak yang berasal dari keluarga sangat miskin/miskin. 
- Anak yang kehilangan hak asuh dari orangtua/ keluarga. 
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- Anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/ 
keluarga. 
- Anak yang di eksploitasi secara ekonomi seperti anak balita yang disalah-
gunakan orang tua menjadi pengemis di jalanan. 
- Anak yang menderita gizi buruk atau kurang 
2. Anak telantar  (usia 5 sampai dengan 18 tahun), meliputi : 
- Anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/ 
keluarga. 
- Anak kehilangan hak asuh dari orang tua/ keluarga. 
3. Anak terpaksa bekerja di jalanan (6 sampai dengan 18 tahun), meliputi: 
- Anak yang bekerja dan hidup di jalanan. 
- Anak yang bekerja di jalanan. 
- Anak yang rentan bekerja di jalanan. 
4. Anak berhadapan dengan hukum (6 sampai dengan 18 tahun), meliputi : 
- Anak diindikasikan melakukan pelanggaran hukum. 
- Anak yang mengikuti proses peradilan. 
- Anak yang menjadi korban perbuatan pelanggaran hukum. 
- Anak yang menjadi saksi tindak pidana. 
- Anak yang berstatus diversi. 
- Anak yang telah menjalani masa hukuman pidana. 
5. Anak dengan disabilitas (0 sampai dengan 18 tahun), meliputi : 
- Mampu latih dan mampu didik 
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- Disabilitas ringan dan sedang, meliputi : Anak dengan disabilitas fisik; 
Anak dengan disabilitas mental, Anak dengan disabilitas fisik dan mental. 
- Anak dengan disabilitas berat yang belum diakses Asistensi Sosial Orang 
dengan Kecacatan Berat. 
6. Anak yang memerlukan perlindungan khusus lainnya (0 sampai dengan 18 
tahun), meliputi : 
- Anak dalam situasi darurat dan berada dalam lingkungan yang buruk/ 
diskriminasi. 
- Anak korban perdagangan manusia. 
- Anak korban kekerasan, baik fisik dan/atau mental dan seksual. 
- Anak korban eksploitasi ekonomi atau seksual. 
- Anak  dari kelompok minoritas dan terisolasi serta dari komunitas adat 
terpencil. 
- Anak yang menjadi korban penyalahgunaaan narkotika, alkohol, 
psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA). 
- Anak yang terinfeksi HIV/AIDS. 
Kategori sasaran dimaksud untuk memberikan kesempatan akses yang lebih 
luas bagi anak yang mengalami masalah sosial dan menghindari terjadinya tumpang 
tindih sasaran. Dalam prakteknya terdapat anak yang mengalami masalah ganda, 
misalnya anak jalanan yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA. Untuk masalah 
seperti ini, pendamping bersama  
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LKSA melakukan klasifikasi masalah anak didasarkan pada beberapa hal : 
- Bobot masalah yang dialami anak. 
- Kedekatan akses anak terhadap layanan kesejahteraan sosial. 
- Kedekatan akses anak terhadap LKSA yang mendampingi. 
- Dalam keadaan populasi anak yang membutuhkan lebih banyak daripada 
jumlah sasaran PKSA yang tersedia, diperlukan langkah sebagai berikut : 
- Melakukan asesmen masalah secara mendalam 
- Melakukan seleksi berdasarkan bobot masalah yang diprioritaskan. 
Semakin berat masalahnya, semakin miskin kondisinya dan semakin 
membutuhkan pertolongan/bantuan  segera, semakin diprioritaskan 
menjadi sasaran utama. 
- Melakukan musyawarah antara orang tua/keluarga, lembaga dan komunitas 
setempat, termasuk meminta pertimbangan dari tokoh masyarakat, RT/ RW 
dan aparat setempat. 
Dari paparan diatas, secara keseluruhan maka penulis mencoba menggambarkan 
skema kerangka konseptual sebagai berikut: 
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“ANALISIS PEMBERDAYAAN ANAK BINAAN DI PANTI SOSIAL 
MARSUDI PUTRA (PSMP) TODDOPULI MAKASSAR”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pemberdayaan 
Panti Sosial Marsudi 
Putra (PSMP) 
Toddopuli 
Anak Binaan 
- Anak Berhadapan dengan Hukum 
(ABH) 
- Anak Penerima Manfaat (APM) 
Dampak 
- Negatif (Laten Function) 
- Positif (Manifest Function) 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Pendekatan dan Strategi penelitian 
Dalam penelitian ini penulis memilih menggunakan pendekatan metode kualitatif, 
karena beberapa pertimbangan. 
1. Metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan peneliti dengan 
responden. 
2. Metode kualitatif lebih mudah apabila penulis berhadapan dengan kenyataan 
ganda. 
3. Metode ini lebih peka dan lebih dapat menyusuaikan diri dengan banyak 
penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. 
Selain itu metode penilitian dengan pendekatan kualitatif ini di pilih juga karena 
metode ini mengarah pada keadaan pemahaman, keadaan-keadaan utuh (holistik), 
tidak disederhanakan (diredusir), kepada variabel yang telah ditata secara hipotesa. 
B. Waktu dan Lokasi Penelitian 
1. Waktu Penelitian 
Waktu penelitian yang digunakan Bulan Agustus - November 2014 
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2. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian akan dilakukan di Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) 
Toddopuli Makassar, yang terletak di ujung utara Kota Makassar tepatnya di 
wilayah Desa Nelayan, Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya Makassar. 
C. Tipe dan Dasar Penelitian 
1. Tipe Peneltian 
Adapun tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif kualitatif 
yaitu pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau 
melukiskan obyek penelitian yang mencakup keseluruhan. 
2. Dasar penelitian 
Dasar penelitian yang digunakan adalah studi Kasus yaitu suatu pendekatan untuk 
mengangkat fakta, keadaan, variabel dan fenomena-fenomena dalam melihat 
objek  penelitian sebagai suatu keseluruhan yang terintegrasi.  
D. Informan 
Penentuan informan ditetapkan secara sengaja (purposive) berdasarkan atas 
kriteria yang telah ditentukan. Kriteria informan yang telah ditentukan dalam 
penelitian ini ditinjau dari proses pemberdayaan, maka instrumen pemberdayaan itu 
adalah eks-klien dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki peran dalam 
pembinaan anak berhadapan dengan hukum. Dalam hal ini kriteria tersebut sebagai 
berikut : 
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A. Kriteria yang pertama, yaitu ditinjau dari proses pemberdayaan, maka yang 
melaksanakan pemberdayaan itu adalah Pemerintah Daerah setempat atau 
Instansi Pemerintah dan Lembaga-lembaga yang memiliki peran dalam 
pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam hal ini kriteria 
tersebut adalah : 
1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha di PSMP Toddopuli Makassar, 
sebanyak 1 Orang. 
2. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial di PSMP Toddopuli Makassar, 
sebanyak 1 Orang. 
B. Yang kedua, yaitu Anak Binaan PSMP Toddopuli Makassar. Sasaran dari 
proses pemberdayaan yang dapat menilai langsung bagaimana proses 
pemberdayaan itu terealisasi. Kemudian dapat memberikan gambaran yang 
terperinci tentang bagaimana proses pemberdayaan itu dilaksanakan di dalam 
lokasi penelitian. Dalam hal ini kriteria tersebut adalah : 
1. Anak berhadapan dengan hukum (ABH) PSMP Toddopuli Makassar, 
sebanyak 5 Orang. 
2. Anak Penerima Manfaat (APM) PSMP Toddopuli Makassar, sebanyak 
5 Orang      
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E. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data untuk memperoleh data adalah: 
1) Data primer 
Data ini dikumpulkan dengan menggunakan: 
a. Observasi yaitu mengadakan pengamatan langsung di lapangan untuk 
mengetahui dan mengamati keadaan kehidupan dilokasi penelitian ini 
dimaksudkan untuk mengetahui obyektivitas dari kenyataan yang akan ada 
tentang keadaan kondisi obyek yang akan diteliti. 
b. Wawancara Mendalam, yaitu mengumpulkan sejumlah data dan informasi 
secara mendalam dari informan dengan menggunakan pedoman wawancara 
atau peneliti melakukan kontak langsung dengan subyek meneliti secara 
mendalam utuh dan terperinci. 
c. Studi dokumentasi, terhadap berbagai dokumen yang dimiliki panti sosial 
yang relevan dengan tujuan penelitian 
 
2) Data Sekunder 
Data ini dikumpulkan melalui penelusuran atau studi pustaka dari berbagai arsip-
arsip penelitian, artikel-artikel, dokumen-dokumen dan buku-buku yang berkaitan 
dengan kajian penelitian ini. 
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F. Analisis Data 
Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder dianalisis kemudian 
disajikan secara deskriptif kualitatif, yaitu menjelaskan, menguraikan, dan 
menggambarkan sesuai dengan Judul yang diteliti. 
 
Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis secara kualitatif, dimana 
data yang diperoleh di lapangan, diolah kemudian disajikan dalam bentuk tulisan.  
 
Menyangkut analisis data kualitatif, menganjurkan tahapan-tahapan dalam 
menganalisis data kualitatif sebagai berikut: 
1. Reduksi data, yaitu menyaring data yang diperoleh dilapangan yang masih 
ditulis dalam bentuk uraian atau laporan terperinci, laporan tersebut 
direduksi, dirangkum, dipilih, difokuskan pada pelayanan program, proses 
pembinaan, kemudian disusun lebih sistematis, sehingga mudah dipahami. 
2. Penyajian data, yaitu usaha untuk menunjukkan sekumpulan data atau 
informasi, untuk melihat gambaran keseluruhannya atau bagian tertentu 
dari penelitian tersebut. 
3. Kesimpulan, merupakan proses untuk menjawab permasalahan dan tujuan 
sehingga ditentukan saran dan masukan untuk pemecahan masalah. 
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Analisis data penulusuran kesenjangan antara kondisi yang diharapkan dengan 
kondisi yang ada, yakni membandingkan data eks-klien panti sosial dengan 
kebijakan, program, kegiatan dan pelaksanaan rehabilitasi sosial dan pembinaan 
lanjut yang dilakukan oleh PSMP Toddopuli Makassar. 
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BAB  IV 
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
I. A. Sejarah berdirinya panti. 
PSMP Toddopuli Makassar dibangun pada tahun 1998-1999 dan mulai 
dioperasionalkan pada tahun 2000, hal ini dimaksudkan guna menyikapi 
perkembangan permasalahan anak yang ekslasinya semakin meningkat setiap 
tahunnya. Untuk itu pemerintah melalui Kementerian Sosial RI, dibawah 
Direktorat Jeneral Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan program rehabilitasi 
sosial bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui sistem di 
kawasan Timur Indonesia yang meliputi Pulau Sulawesi, Maluku, Maluku Utara 
dan Pulau Papua. 
 
B. Maksud dan Tujuan. 
1. Maksud 
Sesuai amanat UUD 1945 untuk memajukan kesejahteraan umum maka 
Kementerian Sosial RI, sebagai leading sektor pembanguna Kesejahteraan 
Sosial. Pembangunan Kesejahteraan Sosial tersebut diimplementasikan pada 
berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan sosial yang ada guna 
mengembangkan kapasitas sosial masyarakat. 
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PSMP Toddopuli Makassar adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis di 
bawah Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial yang menangani permasalahan 
Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dengan maksud : 
a. Untuk dapat memulihkan kondisi psikologis dan sosial serta 
keberfungsian sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) agar 
mereka dapat tumbuh dan berkembang secara wajar, menjadi manusia 
yang produktif, berkualitas dan berakhlak mulia. 
b. Menghilangkan label/stigma negatif masyarakat terhadap anak yang 
dapat menghambat tumbuh kembang anak untuk berpartisipasi dalam 
kehidupan masyarakat. 
 
Hal tersebut dikembangkan sesuai tuntutan dan kebutuhan masyarakat demi 
terciptanya suatu pelayanan yang kompeherensif demi kepentingan terbaik anak. 
 
2. Tujuan 
Tujuan Rehabilitasi Sosial terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) 
adalah memulihkan keperibadian, sikap mental dan keperibadian anak, agar dapat 
melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. 
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C. Visi dan Misi PSMP Toddopuli Makassar. 
Untuk mewujudkan tugas dimaksud maka Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) 
Toddopuli Makassar memiliki Visi dan Misi sebagai berikut : 
 
VISI 
 
 
Terwujudnya Rehabilitasi Sosial pada penerima manfaat agar 
menjadi produktif dan berbudu pekerti yang luhur. 
 
MISI 
 
 Mengembangkan potensi penerima manfaat secara optimal 
melalui pembinaan mental, sosial, keagamaan dan 
keterampilan yang bermutu guna keberfungsian sosial. 
 Menjalin kerja sama dengan instansi terkait untuk 
meningkatkan program pelayanan dan penciptaan sistem 
sumber bagi penerima manfaat 
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D. Struktur Organisasi. 
KEPALA 
 
Hj. SURIATY, S.Sos 
NIP. 19600910 198203 2 001 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
KASUBAG TATA USAHA 
 
WAHIDIN, AKS 
NIP. 19741027 200003 1 001 
KEPALA SEKSI 
REHABILITASI SOSIAL 
 
MOHAMMAD SOLEH, AKS 
NIP. 19620518 198810 1 002 
KEPALA SEKSI PROGRAM & 
ADVOKASI SOSIAL 
 
Drs. MUH. HANAFI 
NIP. 19580509 198703 1 003 
 
KELOMPOK 
JABATAN 
FUNSIONAL 
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E. Tugas Pokok dan Fungsi. 
Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Toddopuli Makassar sebagai salah satu alternatif 
lembaga sosial yang menangani permasalahan sosial anak melalui Rehabilitasi Sosial 
terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang bermitra dengan Lembaga 
Pemerintah, Dinas Sosial Kab/Kota, Lapas, Bapas, Kepolisian, Kejaksaan dan 
Kehakiman. 
Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor: 59/HUK/2003, tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Panti Sosial di Lingkungan Departemen Sosial ditetapkan bahwa Panti Sosial adalah 
Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen Sosial yang berada dibawah Direktorat 
Jenderal Rehabilitasi Sosial, dan secara fungsional dibina oleh Direktur Pelayanan Sosial 
Anak. 
Tugas pokok dan fungsinya adalah memberikan bimbingan, pelayanan dan rehabilitasi 
sosial yang bersifat preventif, kuratif, rehabilitatif, promotif, dalam bentuk bimbingan 
fisik, mental, sosial dan pelatihan keterampilan kerja, resosialisasi dan bimbingan lanjut 
bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) agar dapat berperan aktifdalam 
kehidupan masyarakat sesuai potensi yang dimilikinya, serta melaksanakan pengkajian 
dan penyiapan standar pelayanan rujukan. 
F. Sasaran garapan 
Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Toddopuli Makassar sebagai lembaga sosial 
memberikan alternatif penanganan permasalahan Anak yang Berhadapan dengan Hukum 
(ABH). Sesuai dengan kesepakatan bersama antara Kementerian Sosial RI, Kementerian 
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Hukum dan HAM RI, Kementerian Pendidikan Nasional RI, Kementerian Kesehatan RI, 
Kementerian Agama RI dan Kepolisian Negara RI. Nomor : 12/PRS-2/KPTS/2009, 
Nomor : M.HH.04 HM.03.02.Th2009, Nomor : 11/XII/KB/2009, Nomor : 1220/ 
Menkes/SKB/XII/2009, Nomor : 06/XII/2009 dan Nomor : B/43/XII/2009, tanggal 15 
Desember 2009, tentang perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan 
Dengan Hukum (ABH). 
Yang dimaksud Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah Seseorang yang 
karena suatu sebab berurusan dengan hukum, diduga atau dituduh terlibat dalam tindak 
kejahatan. 
Dalam program rehabilitasi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) 
yang menjadi sasaran garapan adalah sebagai berikut : 
A. Anak yang berhadapan dengan hukum yang meliputi : 
1. Anak sebagai pelaku tindak pidana, 
2. Anak sebagai saksi tindak pidana, 
3. Anak sebagai korban tindak pidana, 
4. Anak yang memiliki kecenderungan melakukan tindak pidana, dan 
5. Anak yang berada di daerah rawan tindak pidana. 
B. Orang Tua/Wali dari Anak Yang Berhadapan Hukum (ABH). 
Orang tua sebagai lingkungan terdekat anak perlu dipersiapkan supaya mampu 
memberikan daya dukung bagi tumbuh kembangnya potensi anak. 
Menghadapi permasalahan anak nakal, orang tua diharapkan dapat 
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menciptakan kondisi yang dapat menghindarkan anak dari perilaku nakal. 
Untuk mencapai hal itu maka PSMP Toddopuli Makassar melaksanakan 
kegiatan motivasi dan konsultasi keluarga melalui Home Visit secara berkala. 
C. Masyarakat yang berada dilingkungan Anak Berhadapan Hukum (ABH). 
Lingkungan masyarakay juga memiliki peran penting untuk mencegah 
timbulnya permasalahan kenakalan anak. Ini dimungkinkan dengan adanya 
berbagai upaya memberikan kesempatan kepada anak nakal untuk 
mengaktualisasikan diri mereka di dalam kehidupan masyarakat. 
D. Instansi/Lembaga yang berwenang menangani kasus anak yang berkonflik 
dengan hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, BAPAS/RUTAN dan 
LAPAS Anak) yang memiliki tugas dan kewenangan menangani kasus anak 
yang berkonflik dengan hukum agar lebih cepat tertangani demi kepentingan 
terbaik bagi anak. 
 
II. TAHAPAN/PROSES PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL. 
A. Pendekatan Awal meliputi : 
1. Konsultasi  3.  Motivasi 
2. Orientasi  4.  Seleksi 
3.  
B. Penerimaan meliputi : 
1. Registrasi 
2. Identifikasi 
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3. Orientasi Pengenalan Panti 
C. Penelahan dan Pengungkapan Masalah (Assesment) Meliputi : 
1. Pemeriksaan Aspek Fisik 
2. Pemeriksaan Aspek Mental Psikologis 
3. Pemeriksaan dan Wawancara Aspek Sosial 
4. Pemeriksaan dan Pengetesan Aspek Vocational (Minat & Bakat) 
 
D. Penempatan Dalam Program 
Menempatkan penerima manfaat dalam program/keterampilan berdasarkan 
hasil assesment yang ditindak lanjuti dalam forum Case Confrence. 
 
E. Pelaksanaan Pelayanan (Bimbingan) 
1. Bimbingan Fisik dan Mental mencakup : 
a) Bimbingan pemeliharaan kesehatan diri dan lingkungan. 
b) Olahraga/Senam 
c) Bimbingan Agama dan Budi Pekerti 
d) Bimbingan Mental Psikologis 
2. Bimbingan Sosial : 
a) Pengembangan minat dan bakat 
b) Kesenian 
c) Widya wisata/Rekreasi 
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3. Bimbingan Keterampilan Kerja : 
a) Keterampilan Komputer 
b) Keterampilan Pertukangan Kayu / Maubeler 
c) Keterampilan Otomotif 
d) Keterampilan Elektronika 
e) Keterampilan Las Listrik 
f) Keterampilan Tata Rias 
g) Keterampilan Penjahitan 
4. Bimbingan Resosialisasi : 
a) Bimbingan kesiapan keluarga dan masyarakat 
b) Bimbingan kerja / usaha dalam bentuk PBK di Perusahaan 
c) Bimbingan Kewirausahaan 
d) Kunjungan ke Perusahaan dan Instansi terkait 
e) Penempatan kerja /penyaluran yakni pengembalian penerima manfaat 
kedaerah asal / instasi terkait 
5. Bimbingan Lanjut : 
Kegiatan ini merupakan bimbingan pengembangan dan pemantapan kerja / 
usaha bagi penerima manfaat yang dilaksanakan setelah penerima manfaat 
dikembalikan kedaerahnya. Tujuannya untuk mengetahui perkembangan 
kerja / usaha eks penerima manfaat PSMP Toddopuli Makassar. 
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6. Terminasi : 
Yaitu pemutusan hubungan kerja. Kegiatan ini dilaksanakan setelah 1 
(satu) tahun masa bimbingan lanjut dan eks penerima manfaat dianggap 
bisa mandiri. 
 
III. FASILITAS 
a. Fasilitas Non Fisik 
- Penggantian uang transport pemanggilan dan pemulangan 
- Akomodasi dan Komsumsi 
- Paket bantuan modal usaha kerja penerima manfaat 
b. Fasilitas Fisik 
- Kantor 
- AULA 
- Asrama Putra dan Putri 
- Ruang Pendidikan dan Bimbingan Keterampilan 
- Ruang makan 
- Ruang Poliklinik 
- Tempat Ibadah 
- Lapangan dan Sarana Olahraga (Basket, Volley, Bulu Tangkis, Tenis 
Meja dan Sepak Bola) 
- Bus dan UPSK 
- Alat-alat dan bahan pendidikan/latihan 
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- Pakaian seragam pendidikan (Pakaian seragam keterampilan, Pakain 
Olahraga, Pakaian Ibadah, Sepatu dan Pakaian dalam) 
- Studio Musik 
- Gase House (Wisma Tamu) 
 
IV. JARINGAN KERJA (MITRA KERJA) 
Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Toddopuli Makassar telah menjalin 
kerja sama dengan berbagai pihak, baik instansi pemerintah,swasta, maupun 
pengusaha. Diantaranya : 
1. Pemerintah Daerah sekawasan Timur Indonesia, bentuk kerjasamanya 
yaitu koordinasi dalam hal pengiriman dan pemulangan penerima manfaat. 
2. Dinas Sosial sekawasan Timur Indonesia, bentuk kerjasamanya yaitu 
dalam hal pelaksanaan pendekatan awal dan bimbingan lanjut bagi eks 
penerima manfaat. 
3. Kepolisian Daerah, Kejaksaan, RUTAN/LAPAS, Pengadilan sekawasan 
Timur Indonesia. 
4. Dinas Perindustrian dan Perdangangan Provinsi Sulawesi Selatan, bentuk 
kerjasamanya yaitu memberikan informasi tentang perindustrian dan 
perdagangan melalui bimbingan kewirausahaan. 
5. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), bentuk kerjasamanya yaitu Pihak 
Bank BRI memberikan bimbingan dan penyuluhan tentang perbankan dan 
prosedur memperoleh modal kerja. 
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6. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan memberikan 
bimbingan dan penyuluhan tentang perkoperasian dan teknik pengelolaan 
usaha. 
7. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan bentuk kerjasamanya 
memberikan pelayanan medis bagi penerima manfaat yaitu cek darah dan 
urin yang dilaksanakan setahun tiga kali. 
8. Rumah Sakit Umum Wahidin dan Rumah Sakit Daya Kota Makassar 
bentuk kerjasamanya sebagai tempat rujukan bagi penerima manfaat yang 
sakit. 
9. Media Cetak dan Elektronik, bentuk kerjasamanya dalam hal penyiaran 
program pelayanan Panti Sosial Marsidi Putra (PSMP) Toddopuli 
Makassar. 
10. Pihak Akademisi yaitu Universitas Hasanuddin, UNM, STKS Bandung, 
STIKS Tamalanrea, bentuk kerjasamanya dalamhal informasi, pelatihan 
dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) 
11. Perusahaan Sekota Makassar bentuk kerjasamanya yaitu sebagai tempat 
magang Praktek Belajar Kerja (PBK) penerima manfaat. 
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V. JANGKAUAN PELAYANAN PSMP TODDOPULI MAKASSAR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KETERANGAN WILAYAH KERJA PSMP TODDOPULI MAKASSAR 
1. Sulawesi Selatan 6.   Gorontalo.  11. Ternate 
2. Sulawesi Barat.  7.   Maluku.  12. Kalimantan Timur. 
3. Sulawesi Tenggara. 8.   Maluku Utara. 
4. Sulawesi Barat  9.   Papua. 
5. Sulawesi Tengah 10. Irian Jaya 
 
  
 
JANGKAUAN  PELAYANAN 
PSMP  TODDOPULI  MAKASSAR 
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VI. SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN MENGIKUTI REHABILITASI 
SOSIAL DI PANTI SOSIAL MARSUDI PUTRA TODDOPULI 
MAKASSAR. 
1. Anak berhadapan dengan hukum (ABH) adalah seseorang yang karena suatu 
sebab berurusan dengan sistem hukum, diduga atau dituduh terlibat dalam tindak 
kejahatan, yang meliputi : 
a. Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang sudah masuk proses hukum 
pada tingkat penyidikan di kepolisian yang merupakan hasil mediasi/fasilitasi 
pendampingan psikososial dengan ditetapkan SP3 kepolisian. 
b. Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang sudah masuk tingkat peradilan 
dan oleh hakim yang ditetapkan diberi tindakan dan diserahkan 
pembinaannya/rehabilitasi ke Kementerian Sosial RI/Dinas Sosial. 
c. Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) sebagai saksi tindak pidana yang 
direkomendasikan oleh Bapas/Kepolisian/atau pihak lain yang berwenang. 
d. Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) sebagai korban tindak pidana yang 
membutuhkan rehabilitasi sosial, yang direkomendasikan oleh keluarga, 
pemerintah daerah, kepolisian maupun lembaga swadaya masyarakat. 
e. Anak Berhadapan dengan Hukum yang telah melakukan tindakan pelanggaran 
hukum tetapi belum pernah diproses secara hukum dengan rekomendasi oleh 
pihak keluarga, pemerintah setempat atau Lembaga Swadaya Masyarakat 
(LSM) 
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f. Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang memiliki kecenderungan 
melakukan perbuatan pidana, dengan rekomendasi oleh pihak keluargan, 
pemerintah setempat atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). 
g. Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang telah mendapat 
penetapan/keputusan hakim sebagai anak pidana/anak negara dan anak sipil 
yang telah menjalani minimal ½ masa pidananya, dan diusulkan oleh kepala 
Rutan/Lapas untuk mengalihkan masa pidananya ke tindakan. 
2. Anak dengan jenis kelamin laki-laki/perempuan, berusia 12 tahun dan kurang dari 
18 tahun dan belum menikah, yang dibuktikan dengan akte/surat tanda lahir/surat 
keterangan dari pemerintah setempat. 
3. Memiliki pendidikan formal, dibuktikan dengan ijazah terakhir yang dilegalisir 
atau minimal bisa baca tulis. 
4. Bersedia mengikuti Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dan bersedia di 
asramakan di PSMP Toddopuli Makassar serta bersedia mematuhi tata 
tertib/peraturan yang berlaku. 
5. Berbadab sehat yang dikuatkan dengan keterangan dokter. 
6. Membawa surat pengantar dari pemerintah daerah setempat (Dinas Sosial 
Kab/Kota). 
7. Mengisi formulir calon penerima manfaat. 
8. Membawa perlengkapan harian antara lain : 
a. Perlengkapan makan (Piring, sendok, gelas) 
b. Pakaian Olahraga, Kemeja warna putih, Celana/Rok warna gelap/hitam. 
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c. Perlengkapan Ibadah (Sarung, Sajadah,Mukenah, Songkok) 
9. Membawa surat pernyataan/ijin dari orang tua/wali yang diketahui oleh 
pemerintah setempat. 
10. Mengisi surat pernyataan bersedia mengikuti Program Rehabilitasi Sosial, di 
PSMP Toddopuli Makassar. 
11. Berpakaian dan berpenampilan rapi, selama mengikuti Program Pelayanan dan 
Rehabilitasi Sosial, dengan ketentuan sebagai berikut : 
a. Bagi laki-laki memangkas rambut minimal 1 cm, tindak menindik/memakai 
anting-anting, kalung dan sejenisnya. 
b. Bagi perempuan tidak memakai/membawa perhiasan emas, atau benda 
berharga lainnya. 
12. Selama mengikuti Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial di PSMP Toddopuli 
Makassar, dilarang keras membawa senjata tajam, minuman keras, HP dan 
Kendaraan Bermotor. 
13. ABH yang mengikuti pembinaan berhak atas : 
a. Jaminan hidup berupa pemenuhan kebutuhan makan. 
b. Bimbingan fisik,bimbingan sosial, bimbingan kerohanian, pendampingan 
psiko sosial. 
c. Perlengkapan kegiatan belajar. 
d. Paket stimulan di akhir program pelayanan. 
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e. Uang transport kedatangan dan pemulangan (bagi yang utusan Dinas Sosial, 
LP/Rutan) dan bagi ABH yang mendapat ketetapan/keputusan Pengadilan 
Negeri atau SP3 kepolisian tidakdisediakan fasilitas transport penjemputan. 
f. Hal-hal lain yang ada hubungannya dengan Pelayanan Rehabilitasi Sosial. 
(KEMENSOS RI). 
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BAB V 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
HASIL : 
Pembahasan pada bab V ini didasarkan pada seluruh data yang berhasil di 
himpun pada saat penulis melakukan penelitian lapangan selama kurang lebih 2 bulan 
atau 11 kali pertemuan di Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Toddopuli Makassar. 
Hasil yang di maksud dalam hal ini merupakan hasil observasi dan data primer yang 
bersumber dari jawaban para informan dengan menggunakan pedoman wawancara 
atau wawancara secara langsung sebagai media pengumpulan data atau instrumen 
yang di pakai untuk keperluan tersebut. 
Dari data ini diperoleh beberapa jawaban menyangkut Proses Pemberdayaan Anak 
Binaan di Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Toddopuli dan melihat bagaimana 
dampak yang terjadi dari proses pemberdayaan terhadap Anak Binaan. 
 
1. Profil Informan 
Informan dalam penelitian ini dipilih berdasrkan kriteria yang dirasa perlu 
dalam penelitian seperti nama, umur, pendidikan terakhir, asal dan masa rehabilitasi. 
Informan yang dipilih sebanyak 12 anak yang terdiri dari 5 Anak Yang Berhadapan 
Dengan Hukum (ABH) dan 5 Anak Penerima Manfaat (APM). Kemudian 2 dari 
Sumber Daya Manusia (SDM) PSMP Toddopuli yang terdiri dari 1 orang yang 
72 
 
menjabat sebagai Kasubag Tata Usaha dan 1 orang yang menjabat sebagai Kepala 
Seksi Rehabilitasi Sosial. 
- Informan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) 
 Informan “DF” (ABH). 
Informan “DF” adalah seorang perempuan yang berusia 17 tahun. Terdaftar 
sebagai Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) pada bulan Januari 2014 
selama satu tahun masa rehabilitas dengan kasus penggunaan NAPZA. “DF” 
masih menduduki bangku Sekolah Menengah ke Atas (SMA) kelas 2 di 
SMA 1 Makassar. Anak ini beralamatkan di jalan Kandea III Makassar. 
Peneliti memilih “DF” sebagai narasumber karena peneliti melihat anak 
ini merupakan seorang anak yang terlahir di keluarga broken home 
sehingga menurut peneliti anak ini cendung melakukan hal-hal yang 
berakibat negatif dan cenderumg frustasi. Di lain sisi, lepas dari 
pengawasan orang tuanya, faktor lainnya karena awalnya anak ini 
bermukim di kawasan rentan terhadap tindakan kriminalitas, tidak 
menutup kemungkinan nantinya sulit untuk beradaptasi di lingkungan 
PSMP Toddopuli. 
 
 Informan “MA” (ABH). 
Informan “MA” adalah seorang laki-laki yang berusia 14 tahun. Terdaftar 
sebagai Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) pada bulan Maret 2014 
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selama enam bulan masa rehabilitas dengan kasus penggunaan NAPZA. 
Direkrut dari Lapas/Rutan Kota Makassar untuk dibina di Panti Sosial. “MA” 
tidak bersekolah dan berkehidupan dari keluarga menengah ke bawah dari 
segi ekonomi. Berdomisili di Singassara Makassar. 
Peneliti memilih “MA” sebagai narasumber karena peneliti melihat anak 
ini merupakan seorang anak yang hidup di keluarga yang kurang mampu 
juga putus sekolah sehingga menurut peneliti anak ini patut 
diberdayakan oleh lembaga pemerintah yang terkait agar kiranya anak 
ini bisa lebih produktif dan bermoral. Dilihat dari umur informan yang 
masuh mudah juga tidak mempunyai pendidikan, rentan pola fikirnya 
menuju kearah negatif. 
 
 Informan “IH” (ABH). 
Informan “IH” adalah seorang laki-laki yang berusia 15 tahun. Terdaftar 
sebagai Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) pada bulan Oktober 2013 
selama dua tahun masa rehabilitas dengan kasus penggunaan dan 
mengedarkan Narkoba. “IH” tidak bersekolah dan berdomisili di jalan 
Veteran Selatan Makassar. 
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Peneliti memilih “IH” sebagai narasumber karena anak ini masih 
tergolong anak-anak pada umumnya,sudah menjadi bandar narkoba 
sehingga di vonis masa rehabilitasi paling lama dari anak ABH lainnya di 
PSMP Toddopuli. Terkait hal tersebut, peneliti ingin mendapatkan 
informasi lebih dari “IH” selaku anak binaan terlama selama berada di 
PSMP Toddopuli Makassar. 
 
 Informan “SD” (ABH). 
Informan “SD” adalah seorang laki-laki yang berusia 17 tahun. Terdaftar 
sebagai Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) pada bulan Oktober 2014 
selama satu tahun masa rehabilitas dengan kasus yang sama dengan “DF” 
dan “MA” yaitu penggunaan NAPZA. Direkrut dari Lapas/Rutan Kota 
Makassar untuk dibina di Panti Sosial. “SD” ini siswa SMK 3 Makassar, 
berkehidupan dari keluarga menengah ke bawah dari segi ekonomi. 
Berdomisili di daerah Pampang Makassar. 
Peneliti memilih “SD” sebagai narasumber karena anak ini berbanding 
terbalik dengan narasumber “MA”. Peneliti melihat “SD” selain 
merupakan seorang anak yang hidup dari keluarga yang kurang mampu 
dan hidup di lingkungan yamg rawan akan tindakan kriminalitasnya, anak 
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ini cukup dewasa dan sopan dalam bertutur kata dan berperilaku lain 
halnya dengan “MA”. Maka dari itu, peneliti sangat ingin mengupas 
keterangan kedua informan yang serupa tapi tak sekarakter ini dalam 
proses pemberdayaannya di PSMP Toddopuli. 
 Informan “AR” (ABH). 
Informan “AR” adalah seorang laki-laki yang berusia 15 tahun. Terdaftar 
sebagai Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) pada bulan Februari 2014 
selama tujuh bulan masa rehabilitas dengan kasus penggunaan 
Perampokan. Direkrut dari Lapas/Rutan Kota Makassar untuk dibina di 
Panti Sosial. “AR” adalah anak binaan yang ABH yang beragama Khatolik. 
Berlatar belakang hidup di keluarga kurang mampu tapi bersekolah. 
Berdomisili di jalan Nusantara Baru Makassar. 
Peneliti memilih “AR” sebagai narasumber karena peneliti melihat anak 
ini merupakan satu-satunya anak binaan yang berkasus yang beragama 
khatolik (Non Muslim) sehingga proses pembinaan dalam 
keagamaannyapun berbeda. 
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- Informan Anak Penerima Manfaat (APM) 
 Informan “AT” (APM). 
Informan “AT” adalah seorang laki-laki yang berusia 18 tahun. Terdaftar 
sebagai Anak Penerima Manfaat (APM) pada bulan Februari 2014 selama 
satu tahun masa rehabilitasi dari ketetapan Kementerian Sosial RI atas 
rujukan pemerintah setempat di Kabupaten Toli-toli, Provinsi Sulawesi 
Tengah. Anak ini tamatan salah satu SMA negeri di Kabupaten Toli-toli dan 
hidup di keluarga kalangan tidak mampu dari segi ekonomi. 
 
 Informan “MSR” (APM) 
Informan “MSR” adalah seorang laki-laki yang berusia 12 tahun. Terdaftar 
sebagai Anak Penerima Manfaat (APM) pada bulan April 2014 selama satu 
tahun masa rehabilitasi dari ketetapan Kementerian Sosial RI atas Panti 
Asuhan Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Anak ini masih 
berstatus pelajar salah satu SMP di Kabupaten Bantaeng. 
 
 Informan “KN” (APM) 
Informan “KN” adalah seorang perempuan yang berusia 16 tahun. Terdaftar 
sebagai Anak Penerima Manfaat (APM) pada bulan April 2014 selama satu 
tahun masa rehabilitasi dari ketetapan Kementerian Sosial RI atas rujukan 
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pemerintah setempat di Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. 
Anak ini masih berstatus siswa SMA di salah satu SMA di Kabupaten 
Bulukumba. 
 
 
 Informan “RK” (APM) 
Informan “RK” adalah seorang perempuan yang berusia 12 tahun. Terdaftar 
sebagai Anak Penerima Manfaat (APM) pada bulan November 2013 selama 
satu tahun masa rehabilitasi dari ketetapan Kementerian Sosial RI atas 
rujukan Lembaga Sosial Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur. Anak ini 
masih berstatus siswa SMA di Kota Tarakan. 
 
 Informan “AD” (APM) 
Informan “AD” adalah seorang laki-laki yang berusia 16 tahun. Terdaftar 
sebagai Anak Penerima Manfaat (APM) pada bulan Juni 2014 selama satu 
tahun masa rehabilitasi dari ketetapan Kementerian Sosial RI atas rujukan 
pemerintah setempat di Kabupaten Toli-toli, Provinsi Sulawesi Tengah. 
Anak ini putus sekolah dan dari keluarga kalangan tidak mampu. 
 
Peneliti memilih “AT”,”MS”,”KN”,”RK” dan ”AD” sebagai narasumber karena 
peneliti mengambil perwakilan dari masing-masing penghuni wisma putra dan wisma 
putri yang berada dilingkup PSMP Toddopuli sesuai dari kriteria rumusan masalah 
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penelitian ini. Kemudian dari ke lima informan anak penerima manfaat (APM) 
tersebut mewakili satu anak dari masing-masing penghuni wisma untuk mewakili 
pertanyaan peneliti. 
 
- Informan Pegawai Panti Sosial 
 Informan “WD” (Kasubag Tata Usaha PSMP Toddopuli Makassar). 
Informan “WD” adalah seorang laki-laki yang berusia 40 tahun. Beliau 
terdaftar sebagai Pejabat Struktural Eselon IV di lingkungan Kementerian 
Sosial berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial RI. Nomor : ORPEG.14B-
IX-18/2010, Tanggal 20 September 2010. Pendidikan terakhir beliau S2 yang 
di raih di Universitas Hasanuddin, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 
Telah bekerja di PSMP Toddopuli Makassar selama kurang lebih 5 tahun. 
Peneliti memilih “WD” sebagai narasumber karena menurut peneliti 
beliau adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap sistem pelayanan 
rehabilitasi sosial secara administrasi dan kebijakan-kebijakan yang ada di 
PSMP Toddopuli, dikarenakan posisi beliau yang menempati jabatan Kasubag 
Tata Usaha di PSMP Toddopuli Makassar atau orang kedua tertinggi dalam 
struktur organisasi PSMP Toddopuli Makassar. 
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 Informan “MS” (Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial) 
Informan  “MS” seorang laki-laki yang kelahiran Maros, beliau sekarang 
berusia 52 tahun. Pendidikan terakhir S1 dibidang pendidikan yang beliau raih 
di STAI DDI Maros. Peneliti memilih “MS”  sebagai salah satu informan 
dikarenakan jabatan beliau sebagai Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial yang 
secara khusus berkontak langsung terhadap program penyelenggaraan 
kegiatan serta bertanggung jawab penuh terhadap rehabilitasi anak binaan di 
PSMP Toddopuli. beliau Juga sebagai fasilitator kepentingan anak binaan 
yang ada di PSMP toddopuli. 
 
2. Proses Pemberdayaan Panti Sosial terhadap Anak Binaan 
Dalam mengemban amanat Undang-undang Dasar 1945 untuk memajukan 
kesejahteraan umum, Kementrian Sosial berdiri sebagai leading sektor dalam 
mengembangkan Usaha Kesejahteraan Sosial. Pengembangan tersebut 
diimplementasikan pada berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan sosial yang 
ada serta mengembangkan kapasitas sosial masyarakat. 
 
PSMP Toddopuli ini adalah salah satu unit pelaksana teknis (UPT) yang 
menangani permasalahan anak yang umumnya anak yang berhadapan dengan hukum 
(ABH) dengan maksud: 
80 
 
- Memulihkan kondisi psikologis dan kondisi sosial serta fungsi sosial anak 
sehingga mereka dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar di 
masyarakat serta menjadi sumber daya manusia yang berguna, produktif dan 
berkualitas, serta berakhlak mulia. 
- Menghilangkan label dan stigma negatif masyarakat terhadap anak yang 
menghambat tumbuh kembang mereka untuk berpartisipasi dalam hidup dan 
berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat. 
 
Maksud tersebut dikembangkan lagi sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan 
masyarakat sehingga pada akhirnya dapat tercipta suatu pelayanan yang 
komprehensif dan berorientasi pada kepentingan penerima manfaat pelayanan. 
 
1. Kebijakan pemberdayaan 
Tujuan pelayanan dan rehabilitasi sosial ABH di PSMP Toddopuli secara umum 
adalah pulihnya kepribadian, sikap mental dan kemampuan anak binaan sehingga 
mampu melaksanakan fungsi sosialnya dalam suasana tatanan dan penghidupan 
sosial keluarga dan lingkungan sosialnya. 
 
Seperti yang dibahas pada bab II penelitian ini, penulis mengaitkan dalam 
pandangan Pearse dan Stiefel yang menyatakan bahwa pemberdayaan mengandung 
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dua kecenderungan, yakni primer dan sekunder. Kecenderungan primer berarti proses 
dimana pemberdayaan menekankan proses memberikan atau mengalihkan sebagian 
kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi 
lebih berdaya. Sedangkan kecenderungan sekunder melihat pemberdayaan sebagai 
proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai 
kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihannya 
(Prijono dan Pranarka, 1996). 
Edi Suharto (1998) menjelaskan pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga 
pendekatan yaitu: 
Pendekatan mikro. 
Tujuan utama dari PSMP Toddopuli ini adalah membimbing atau melatih 
individu dalam menjalankan tugas-tugas kesehariannya. Model ini disebut sebagai 
pendekatan mikro yang berpusat pada tugas. Pada tugas pokok dan fungsi PSMP 
Toddopuli ini melakukan proses rehabilitasi yang bersifat 
preventif,kuratif,rehabilitatif,promotif yang dalam hal ini yaitu segala tindakan dan 
bimbingan fisik,mental,penyusuaian psikososial,bimbingan keagamaan,pembentukan 
psikomotorik dan vokasional untuk suatu kehidupan yang optimal nantinya,sesuai 
kelebihan dan kekurangan (Hensie dan Cambpell, 1970) 
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Pendetakatan mezzo. 
Setelah melalui serangkaian proses pembinaan fisik, mental dan keterampilan 
penerima manfaat (klien) akan disalurkan. Untik dapat disalurkan, sebelumnya 
penerima manfaat (klien) mengikuti Program Belajar Kerja (PBK) di perusahaan 
swasta yang sesuai dengan bidang keterampilan yang diperoleh. Selama menjalani 
proses pembinaan dan mengikuti PBK, pekerja sosial melakukan pemantauan 
terhadap perkembangan penerima manfaat (klien). Hasil pemantauan tersebut yang 
akan menjadi dasar bagi penentuan penyaluran. 
 
Penerima manfaat (klien) yang telah selesai masa pembinaan dapat disalurkan 
pada perusahaan tempat klien bekerja, sekolah-sekolah formal untuk melanjutkan 
jenjang pendidikan klien, organisasi sosial/yayaysan untuk mendapatkan pelayanan 
lanjutan, dan orangtua. 
Pendekatan makro.  
Pendekatan ini sering disebut dengan strategi sistem pasar (large-system 
strategy), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang luas. 
Yang dalam hal ini adalah jaringan kerja. Dalam mengembangkan profesionalisme 
pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak binaan, PSMP Toddopuli perlu 
mengembangkan jaringan kerja yang baik dengan kemasyarakatan. Sejalan dengan 
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konsep multi layanan yang harus dilaksanakan jaringan kerja menjadi sangat penting. 
ini berkaitan dengan sasaran garapan yang akan diberikan pelayanan. 
 
Jaringan kerja yang telah dikembangkan oleh PSMP Toddopuli dalam 
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah: 
- Instansi pemerintah lain seperti dengan Ditjen Pemasyarakatan Kementrian 
Hukum dan HAM dalam pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum 
(ABH). Selain itu juga berkoordinasi dengan kementrian Pendidikan Nasional 
(Direktorat Pendidikan Dasar) dalam kabupaten/kotamadya dalam kegiatan 
penjangkauan penerima manfaat (klien). 
- Dinas Sosial Wilayah Provinsi maupun kabupaten.kotamadya dalam kegiatan 
penjangkauan penerima manfaat (klien). 
- Orsos/Ormas/LSM, dewan kelurahan, sanggar kegiatan belajar dalam kegiatan 
penjangkauan penerima manfaat (klien). 
- Dunia usaha yang terdiri dari perusahaan-perusahaan bengkel-bengkel yang 
bergerak di bidang service AC, service motor, las, dan lain-lain dalam kegiatan 
praktik belajar kerja (PBK) atau magang penerima manfaat (klien). 
- Kalangan Akademisi seperti Universitas negeri/swasta di Sulsel dalam kegiatan 
Praktik Kerja Lapangan bagi mahasiswa. 
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- Kebijakan dalam persyaratan calon penerima manfaat di PSMP Toddopuli. 
Dampak era globalisasi semakin menambah beban Kementrian Sosial dalam 
mengentaskan berbagai permasalahan yang terjadi, salah satunya adalah 
permasalahan AN/ABH. Semakin hari permasalahan ini semakin pelik dan kompleks, 
ini diakibatkan oleh pergeseran nilai dan fungsi yang seharusnya dilakasanakan oleh 
keluarga. Permasalahan tersebut berkembang menjadi tindak kriminal anak. 
 
Menyikapi perubahan tersebut Kementrian Sosial bersama lima 
kementrian/lembaga negara (Kementrian Sosial. Agama, Pendidikan Nasional, 
Kesehatan, Hukum dan HAM, serta Kepolisian RI) menandatangani MOU 
(Memorandum of Understanding) penanganan ABH pada tanggal 15 Desember 2009 
yang lalu. Ini dimaksud agar PSMP Toddopuli sebagai salah satu show window 
Kementrian Sosial dapat mengambil peran sebagai panti pelayanan profesional yang 
beroriantasi pada konsep pelayanan prima (service excellence) dan pada akhirnya 
memiliki daya juang yang tinggi. 
 
Berdasarkan kondisi permasalahan diatas maka ABH yang dapat diberikan 
pelayan memiliki dua klasifikasi rujukan. Yaitu : (1) rujukan dari keluarga, tokoh 
masyarakat, Pekerja Sosial Masyarakat, Organisasi Sosial atau Organisasi masyarakat 
lainnya; dan (2) rujukam dari kepolisian, Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dan 
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Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementrian 
Hukum dan HAM. 
 
Berikut ini adalah persyaratan bagi calon penerima : 
1. Anak laki-laki/perempuan, umur 10-18 tahun, sehat fisik dan mental. 
2. Dinyatakan nakal/berhadapan dengan hukum atas dasar hasil seleksi atau rujukan 
Masyarakat/ Kepolisian BAPAS/LAPAS/RUTAN. 
3. Bersedia mengikuti kegiatan rehabilitasi sosial. 
4. Kesediaan penerima manfaat (klien) dan orang tua untuk mentaati program 
rehabilitasi sosial. 
5. Jika masih aktif sekolah (kelas V SD s/d kelas III SMP), harus menyertakan 
raport terakhir/ijazah. 
6. Lulus seleksi. 
 
2. Pengoragnisasian dan Penataan Kerja 
Pelaksanaan kegiatan operasional pelayanan dan rehabilitasi sosial ABH di 
PSMP Toddopuli berpedoman pada Peraturan Mentri Sosial RI tentang Struktur 
Organisasi Panti Sosial di lingkungan Kementrian Sosial. Struktur organisasi PSMP 
Toddopuli yang terdiri dari Kepala Panti, Subbag Tata Usaha, Kasi PAS dan Kasi 
Rehabilitasi Sosial serta jabatan Fungsional dengan tugas-tugas: 
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1. Kepala Panti, tugasnya melaksanakan tugas-tugas manajerial dan teknis 
operasional pelayanan dan rehabilitasi sosial sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
2. Sub. Bagian Tata Usaha, tugasnya mencakup persiapan sarana dan prasarana 
pelayanan seperti sarana fisik dan SDM. Tugasnya meliputi penyiapan asrama, 
kebutuhan fisik (makan) klien, sarana dan prasarana keterampilan. 
3. Seksi Program dan Advokasi Sosial (PAS), tugasnya melakukan persiapan 
perencanaan program dan advokasi baik program yang berkaitan dengan 
operasional perkantoran maupun program rehabilitasi sosial secara keseluruhan. 
4. Seksi Rehabilitasi Sosial, tugasnya melakukan bimbingan rehabilitasi sosial 
langsung kepada klien. Bimbingan yang dilaksanakan meliputi bimbingan fisik, 
mental, sosial, dan keterampilan yang disesuaikan dengan kebutuhan klien. 
5. Koordinator Peksos, tugasnya yang mendistribusikan tugas, wewenang, peran 
dan fungsi sistem pelaksana intervensi pekerja sosial. 
 
3. Metode pemberdayaan PSMP Toddopuli 
Adapun proses rehabilitasi sosial atau pelayanan sosial di Panti Sosial Marsudi 
Putra (PSMP) Toddopuli ini di laksanakan dengan tiga tahapan besar, yaitu kegiatan 
(1) bimbingan sosial, (2) resosialisasi, dan (3) pembinaan lanjut. 
Dimana tahapan kegiatan bimbingan sosial ini meliputi : 
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1. Pendekatan Awal (pre inteke) 
Tahap ini dilakukan oleh seksi program dan advokasi sosial, seksi rehabilitasi 
sosial, dan pekerja sosial dibawah pengawasan langsung kepala panti. Secara 
terperinci pendekatan awal ini terdiri dari kegiatan : (a) orientasi dan konsultasi,  (b) 
identifikasi, (c) motivasi, dan (d) seleksi, dilaksanakan dengan dua sistem, seleksi 
dilaksanakan didaerah asal calon klien dan dilaksanakan di PSMP Toddopuli. Pada 
tahap ini para calon anak binaan dicoba diidentifikasi secara umum oleh para 
pembina Panti Sosial sehingga akan ditemukan kasus-kasus berbeda pada diri anak 
binaan. Sebelum melakukan tahap lebih lanjut, para pembina melakukan pendekatan 
persuasif yang lebih bersahabat kepada calon anak binaan. Di sini motivasi dan 
nasehat-nasehat pembangun karakter dibutuhkan untuk membawa para calon anak 
binaan agar bisa lebih terbuka mengeluarkan informasi. 
 
2. Penerimaan (Intake). 
Dalam tahap ini yang dilakukan adalah (1) pemanggilan, (2) registrasi, (3) 
pengasramaan/akomodasi, (4) penyiapan file. Tahapan ini dilaksanakan oleh seksi 
program dan advokasi sosial, seksi rehabilitasi sosial, dan pekerja sosial dibawah 
pengawasan langsung kepala panti. 
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3.  
Asesmen dan Perumusan Masalah. 
Asesmen yang dilakukan pada tahap ini yaitu, (1) problematika psikososial, (2) 
vokasional, (3) perumusan rencana pelayanan. Tahap ini dilaksanakan oleh seksi 
program dan advokasi sosial, seksi rehabilitasi sosial, dan pekerja sosial dibawah 
pengawasan kepala panti. 
 
4. Bimbingan dan Pelayanan Sosial. 
Tahap ini dilaksanakan oleh seksi program dan advokasi sosial, seksi rehabilitasi 
sosial, dan pekerja sosial dibawah pengawasan kepala panti. Kegiatan bimbingan dan 
pembinaan yang diberikan meliputi : (1) Bimbingan fisik, untuk memulihkan 
kesehatan/perawatan diri, kebugaran, kondisi fisik klien serta tersalurkannya potensi 
dan kegemaran yang positif serta tertanamnya kedisiplinan dan suportifitas. Kegiatan 
bimbingan fisik terdiri dari senam kesegaran jasmani (SKJ), olah raga kebugaran, 
dasar beladiri, pemeliharaan kebersihan lingkungan, dan lain-lain. (2) Bimbingan 
mental terdiri dari mental psikologi, kesehatan mental, dan mental agama. (3) 
bimbingan sosial, untuk memulihkan dan mengembangkan tingkah laku yang positif 
sehingga mampu melaksanakan relasi dan interaksi sosial dengan baik. Meliputi 
dinamika kelompok, kemasyarakatan, etika sosial, kesenian musik, kesadaran hukum, 
dan lain-lain. 
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- Kegiatan Resosialisasi. 
Kegiatan yang dilaksanakan oleh seksi program dan advokasi sosial, seksi 
rehabilitasi sosial, dan pekerja sosial dibawah pengawasan langsung kepala panti ini 
meliputi bimbingan kesiapan keluarga dan masyarakat untuk menerima kembali eks 
klien sepulangnya dari PSMP Toddopuli nanti, bimbingan hidup bermasyarakat pada 
klien, penyaluran dan bimbingan usaha kerja. Mengingat ketika seorang anak terjebak 
pada fenomena traumatik sehingga aktivtas sosial menjadi terganggu. Resosialisasi 
penting untuk menumbuhkan kembali motivasi hidup anak binaan untuk berdaya di 
masyarakat yang lebih luas. 
 
- Kegiatan Penyaluran dan Pembinaan Lanjut. 
Kegiatan dalam tahapan ini dimaksudkan sebagai sarana untuk memantau 
perkembangan perubahan tingkah laku positif secara fisik, sosial dan keterampilan 
serta usaha kerja sekaligus memberikan bimbingan dan konsultasi peningkatan hidup 
bermasyarakat dan peran serta dalam pembangunan, peningkatan usaha kerja, serta 
bimbingan terhadap kendala yang dialami klien setelah selesai mengikuti rehabilitasi 
sosial di PSMP Toddopuli Makassar. Tahap ini dilaksanakan oleh seksi program dan 
advokasi sosial, seksi rehabilitasi sosial, dan pekerja sosial dibawah pengawasan 
langsung kepala panti. 
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Pemahaman tentang pembinaan lanjut dari unit fungsional maupun struktural di 
PSMP Toddopuli ternyata berbeda-beda. Bagi unit struktural, pembinaan lanjut 
dilaksanakan untuk mengetahui seberapa besar keberhasilan eks klien setelah keluar 
dari panti. Indikator yang diukur diantaranya, keberadaan eks klien, aktivitas yang 
dilakukan, perkembangan perilaku, (mental,rohani,fisik,kesehatan dan usaha kerja), 
serta meningkatkan kesiapan kerja dan kemampuan kerja. Selain itu, memonitoring 
kemandirian eks klien dan apabila belum mandiri (belum mempunyai usaha sendiri), 
akan diarahkan oleh petugas panti untuk mencari usaha yang tepat dan sesuai dengan 
minat dan bakat, serta diajarkan membuat proposal dan cara mengajukannya. 
Sedangkan menurut kelompok fungsional pekerja sosial, pelaksanaan pembinaan 
lanjut ini masih belum diketahui standar operasionalnya. Penngertian pembinaan 
lanjut dan monitoring masih membingungkan pekerja sosial dan para petugas panti. 
 
- Kegiatan Terminasi 
Ada juga yang disebut kegiatan Terminasi. Kegiatan dalam tahapan ini adalah 
melakukan sebuah rujukan. Dimana rujukan ini diberikan kepada kepolisisan apabila 
klien yang berstatus “titipan” kepolisian tidak menunjukan adanya suatu perubahan. 
Rujukan ini juga ditujukan pada rumah sakit jiwa bagi klien yang mengalami 
gangguan mental. Kegiatan dalam tahapan ini dilaksanakan oleh seksi program dan 
advokasi sosial (PAS), seksi rehabilitasi sosial, dan pekerja sosial dibawah 
pengawasan langsung dari kepala panti. 
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3. Dampak Panti Sosial terhadap Anak Binaan 
Sebelumnya dalam penjelasan di atas bahwa dalam panti sosial itu mempunyai 
fungsi utama sebagai tempat penyebaran layanan; pengembangan kesempatan kerja; 
pusat informasi kesejahteraan sosial; tempat rujukan bagi pelayanan rehabilitasi dari 
lembaga rehabilitasi tempat di bawahnya (dalam sistem rujukan/referral system) dan 
tempat pelatihan keterampilan.  
 
Kemudian prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pada panti sosial itu adalah: 
(1). Memberikan kesempatan yang sama kepada mereka yang membutuhkan 
untuk mendapatkan pelayanan; menghargai dan memberi perhatian kepada 
setiap klien dalam kapasitas sebagai individu sekaligus juga sebagai anggota 
masyarakat;  
(2) Menyelenggarakan fungsi pelayanan kesejahteraan yang bersifat pencegahan, 
perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi serta pengembangan; 
(3)  Menyelenggarakan fungsi pelayanan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan 
secara terpadu antara profesi pekerjaan sosial dengan profesi lainnya yang 
berkesinambungan; 
(4) Menyediakan pelayanan berdasarkan kebutuhan klien guna meningkatkan 
fungsi sosialnya; dan  
92 
 
(5) Memberikan kesempatan kepada klien untuk berpatisipasi secara aktif dalam 
usaha-usaha pertolongan yang diberikan. (Balatbangsos, 2004). 
 
Dari fungsi dan prinsip panti sosial itu sendiri, ada dampak yang di timbulkan 
sehingga peneliti mencoba menguraikan beberapa dampak positif dan negatif sesuai 
dari temuan dilapangan. 
 
1. Dampak yang nyata (Manifest). 
Dalam rangka pelaksanaan anak binaan yang berada di PSMP Toddopuli, peneliti 
melihat dan menemukan beberapa keuntungan, yaitu: 
(1). Adanya pembinaan mental dan kepribadian keagamaan, dalam hal ini anak 
diajarkan untuk memahami arti agama dan manfaatnya dalam kehidupan 
manusia. Upaya pembinaan keagamaan bagi anak binaan itu seperti 
meningkatkan kegiatan keagamaan yang bersifat pembinaan, seperti azan, 
membaca puisi islami, membaca Al Qur‟an,dan sebagainya, melatih 
membiasakan diri menghargai hak milik orang lain, melatih bertingkah laku 
jujur dan terus terang, membubuhkan sikap tolong menolong untuk 
kepentingan perseorangan maupun kelompok khusus dalam hal yang baik dan 
benar, melatih anak agar rajin beribadah menjalankan sholat fhardu lima 
waktu, dan lain-lain. 
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(2). Pembinaan mental untuk menjadi warga negara yang baik, disini dimaksudkan 
agar anak binaan memahami sila-sila dari pancasila dan membiasakan melatih 
kebiasaan hidup sebagai warga negara yang baik di lingkungan mereka. 
Seperti sebagaimana hidup berkeluarga,bertetangga,bermasyarakat, dan lain-
lain. 
(3). Pembinaan kepribadian yang wajar. Maksudnya adalah membentuk anak 
supaya berkepribadian seimbang antara emosi dan rasional, fisik dan psikis, 
keinginan dan kemauan, dan lain-lain. 
(4). Pembinaan ilmu pengetahuan. Pembinaan ini dikaitkan dengan kurikulum 
sekolah sesuai umur dan kecerdasan. Jadi mereka di berikan pengetahuan 
sesuai dengan kebutuhannya. 
(5). Pembinaan keterampilan khusus. Program ini merupakan program pokok dari 
pembinaan anak binaan di PSMP Toddopuli. Tujuan utamanya adalah agar 
anak binaan mempunyai jiwa berwiraswasta, mampu berdiri sendiri dan 
mempunyai daya kreatifitas seperti menjahit,montir,dan lain-lain. 
(6). Pengembangan bakat-bakat khusus. Maksudnya adalah penemuan bakat 
terpendam dalam diri anak binaan terlihat dari berbagai kegiatan panti sosial 
atau melalui tes psikologi.  
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2. Dampak negatif atau yang tersembunyi (Latent). 
Dalam rangka pelaksanaan pembinaan anak binaan yang berada di panti sosial, 
peneliti melihat dan menemui beberapa hambatan, yaitu: 
(1). Walaupun ketentuan yang ada telah mengatur proses pembinaan anak binaan 
dapat dilaksanakan dalam waktu yang relatif cepat sesuai pentahapan, namun 
dalam kenyataan hal tersebut tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. 
Hambatan terjadi antara lain karena tidak adanya orang tua/wali/badan sosial 
yang mau menjamin anak yang berstatus anak negara dan anak berkasus pada 
saat menjalani pembebasan bersyarat. 
(2).Adanya kondisi keterbatasan yang dihadapi Panti Sosial dalam rangka 
penyelenggaraan pembinaan baik dilihat dari segi SDM, dana, sarana dan 
prasarana sehingga kondisi ini menjadi sebab tidak memungkinkannya 
diadakan pendidikan, perawatan dan perlindungan yang memadai bagi anak 
binaan. 
(3). Adanya kondisi dimana anak binaan yang berdomisili di luar daerah bahkan di 
luar kota, yang dalam hal ini mengakibatkan sulitnya panti sosial mewadahi 
kebutuhan seorang anak binaan yang penjangkauan interaksi antara eks klien 
dan keluarga yang saling berjauhan. 
(4). Adapun fenomena interaksi sosial anak binaan yang cenderung terbatas pada 
ruamg gerak antar sesama klien dalam pergaulan. 
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PEMBAHASAN : 
1. Proses pemberdayaan panti sosial terhadap anak binaan di PSMP 
Toddopuli 
a. Konsep dan Strategi Pemberdayaan 
Proses Rehabilitasi Sosial atau pelayanan sosial di Panti Sosial Marsudi Putra 
(PSMP) Toddopuli Makassar di laksanakan dengan tiga tahapan besar, yaitu kegiatan 
(1) bimbingan sosial, (2) resosialisasi, dan (3) pembinaan lanjut. 
Adapun tahapan pertama meliputi : 
1. Bimbingan Sosial 
a. Pendekatan Awal (pre inteke) 
Tahap ini dilakukan oleh seksi program dan advokasi sosial, seksi rehabilitasi 
sosial, dan pekerja sosial dibawah pengawasan langsung kepala panti. Secara 
terperinci pendekatan awal ini terdiri dari kegiatan : (a) orientasi dan konsultasi,  (b) 
identifikasi, (c) motivasi, dan (d) seleksi, dilaksanakan dengan dua sistem, seleksi 
dilaksanakan didaerah asal calon klien dan dilaksanakan di PSMP Toddopuli. 
 
Pendekatan awal ini sebagaimana diungkapkan oleh informan “WD” : 
 
Bahwa calon anak binaan di tempat kami direkrut dengan 
menggunakan pendekatan persuasif, hal ini lakukan agar anak-anak tersebut 
bisa dengan mudah menerima lingkungan barunya 
96 
 
Wawancara tanggal 27 agustus 2014 
 
 
 
Sebagaimana yang diungkap oleh informan “WD”, penggunaan pola persuasif 
dalam pendekatan awal PSMP Toddopuli dalam menjemput para anak binaan sangat 
penting agar penerimaan yang bersangkutan –dalam hal ini para anak binaan- bisa 
dengan mudah menerima. Senada dengan itu, seorang anak informan MS (12 tahun) 
mengungkapkan: 
 
“Saya terus terang bahagia kalau di sini, karena di awal-awal saya disuruh 
bergabung di tempat mereka sangat ramah-ramah. Hal bikin saya betah tinggal di sini, 
kakak-kakak pembinanya tidak suka marah” 
Wawancara tanggal 28 September 2014  
 
 
Sebagaimana bisanya, kecendreungan anak-anak lebih menyukai pola komunikasi 
yang lebih bersahabat. Ini tentu saja sangat membantu panti dalam urusnya dengan 
membangun komunikasi anak-anak yang mereka bina. Secara psikologis,anak-anak 
memang selalu menjatuhkan pilihan pada hal-hal yang lebih bersahabat. Meskipun 
ada saja anak-anak yang melakukan sebuah hal karena adanya unsur paksaan. Terkait 
pola penerimaan persuasif, 
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informan “RK”: 
“Kalau saya kak, awalnya tidak terlalu suka di sini, tetapi para kakak-
kakak pembina memberikan banyak hal dan tidak pernah saya tidak kerjakan 
sekalipun saya dimarahi. Saya dibiarkan melakukan ini itu yang bermanfaat 
bagi saya, kalau ada masalahku saya bisa cepat bercerita dengan kakak-kakak 
pembina”  
Wawancara tanggal 17 september 2014 
 
 
Orientasi dan konsultasi dengan pola yang lebih ramah kepada anak-anak 
membuat mereka bisa dengan mudah menerima. Selain itu, adanya perasaan nyaman 
membuat anak-anak binaan bisa dengan mudah bercerita terkait masalanya. Panti 
PSMP Toddopuli yang yang punya peran untuk menggurusi persoalan sosial anak-
anak tentu saja membutuhkan keterbukaan dari para anak binaan. Hal ini bisa terjadi 
jika pola komunikasinya dilakukan dengan sangat ramah kepada anak-anak. 
 
Seperti kebanyakan anak-anak, para penghuni Panti Sosial Marsudi Putra 
Todopulli juga cendrung menyukai pola pendekatan yang menitikbertakan 
keramahaan. Mereka cenderung terbuka ketika bertemu dengan pola binaan yang 
tidak memaksa. Pada tahap ini pendekatan awal yang mengutamakan persahabatan 
cenderung lebih efektif membangkitkan sikap patuh.  
98 
 
“DF” menuturkan : 
“dulu sebelum di jatuhkan ka’ hukuman dan di masukkan dalam panti 
sosial ini saya tidak tahu apa di bilang panti sosial ?, saya kira seperti penjara 
yang banyak-banyak di kurung ki di dalam sel. Tapi pertamanya saya masuk 
tempat ini, saya diperlakukan secara ramah dan lama-lama dibikin seperti orang 
tua dengan anak yang mau di ajar hal yang baik-baik kak. Bicaranya juga sama 
saya tidak keras dan kasar. Jadi pastimi ku balas tong yang baik-baik juga iyya” 
Wawancara tanggal 28 september 2014 
 
b. Penerimaan (Intake). 
Dalam tahap ini yang dilakukan adalah (1) pemanggilan, (2) registrasi, (3) 
pengasramaan/akomodasi, (4) penyiapan file. Tahapan ini dilaksanakan oleh seksi 
program dan advokasi sosial, seksi rehabilitasi sosial, dan pekerja sosial dibawah 
pengawasan langsung kepala panti. 
 
Sebagai wujud dari efektifitas pola penerapan, maka PSMP Todopulli juga 
melakukan penertiban administratif. Beberapa yang menyangkut masalah itu di 
antaranya adalah registrasi calon anak binaan yang dilengkapi dengan informasi 
detail lain pada masing-masing anak yang berbeda-beda status domisilinya. Maka 
dari itu pola ini diharapkan mampu dilakukan pada proses kerja panti sosial. 
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Sebagaimana ungkapanan “WD” : 
“kami selaku pelaksana panti harus mendapatkan data yang real dan 
lengkap terhadap anak binaan. Sebab informasi dari data anak binaan itu yang 
nantinya akan mempermudah kami dalam mengontrol proses pelaksanaan panti 
dek. Karena tidak semua anak yang berada di panti sosial itu bermukim di 
daerah sulawesi saja sebab kami bertanggung jawab penuh untuk menerima 
calon anak binaan di indonesia timur dan itu pastinya butuh banyak hal 
pendukung dalam proses penerimaan” 
Wawancara tanggal 27 september 2014 
 
Sebagaimana yang diungkap oleh informan “WD”, peneliti melihat kondisi di 
lapangan bahwa memang pola dalam proses penerapan rahabilitasi di PSMP sangat 
mengedepankan sifat kekeluargaan antara anak binaan dan para pegawai panti yang 
dibekalkan informasi dari data anak untuk mencoba membangun hubungan antara 
klien dan pembina panti. Di samping itu, pemilihan bakat anak pada keterampilan 
masing-masing anak tidak serta merta diberikan pada anak binaan tetapi dibutuhkan 
hasil dari data klien yang telah di dapatkan saat proses penerimaan. 
Karena dari pengakuan “AT” : 
“waktu baru saya masuk disini, di wawancara dulu saya kau tau.dia 
tanya semua keadaan pribadiku tapi mau te mau saya mesti ba jawab yang 
betul-betul, apa saya lama ini dibina disini. Itu juga kakak-kakak yang ba tanya 
saya juga sopan sekali le. Tapi yang bikin heran, kenapa mereka so pada tau 
banyak tentang saya. Lebih banyak menebak diriku dari pada ba tanya kau tau” 
Wawancara tanggal 17 september 2014 
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Dan pengakuan “IH” : 
“saat saya tiba di panti ini kak, saya awalnya heran karena orang 
yang bertanya sama saya itu kayak tau saya memang padahal saya baru melihat 
dia. Mungkin deluan masuk vonis ku dari kejaksaan ke sini baru saya datang” 
Wawancara tanggal 17 september 2014 
 
Dari hasil wawancara wawancara “AT” dan “IH”, dapat disimpulkan sebelum 
proses penerimaan di PSMP dilaksanakan, pegawai atau pembina PSMP telah 
mendapatkan data calon anak binaannya dari sumber-sumber terkait dari masing-
masing calon anak binaan. Seperti dari pihak keluarga,lingkungan,pemerintah 
setempat dalam lokasi tempat tinggal,kejaksaan,dan sebagainya. 
 
Maka dari itu para pekerja sosial berperan penting dalam menerapkan “Power 
over the defenition of need” yang menurut penjelasan Ife (1995:61-64) adalah 
kekuasaan atas pendefinisian kebutuhan, kemampuan menentukan kebutuhan selaras 
dengan aspirasi dan keinginan. 
 
c. Asesmen dan Perumusan Masalah. 
Asesmen yang dilakukan pada tahap ini yaitu, (1) problematika psikososial, (2) 
vokasional, (3) perumusan rencana pelayanan. Tahap ini dilaksanakan oleh seksi 
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program dan advokasi sosial, seksi rehabilitasi sosial, dan pekerja sosial dibawah 
pengawasan kepala panti. 
 
d. Bimbingan dan Pelayanan Sosial. 
Tahap ini dilaksanakan oleh seksi program dan advokasi sosial, seksi rehabilitasi 
sosial, dan pekerja sosial dibawah pengawasan kepala panti. Kegiatan bimbingan dan 
pembinaan yang diberikan meliputi :  
(1) Bimbingan fisik, untuk memulihkan kesehatan/perawatan diri, kebugaran, 
kondisi fisik klien serta tersalurkannya potensi dan kegemaran yang positif 
serta tertanamnya kedisiplinan dan suportifitas. Kegiatan bimbingan fisik 
terdiri dari senam kesegaran jasmani (SKJ), olah raga kebugaran, dasar 
beladiri, pemeliharaan kebersihan lingkungan, dan lain-lain.  
 
Seperti yang diungkapkan “MS” : 
“kami setiap pagi kak ada kegiatan olah raga,terus kalau sudah 
masuk jam makan harus sama-sama. Seperti berbaris dulu baru masuk di ruang 
makan,berdoa bersama,selesai makan bersama” 
Wawancara 27 September 2014 
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Pengungkapan “AD” : 
“kami di wisma baku bagi tugas kak untuk bersihkan wisma. Tapi 
kalau kamar ku itu ganti-ganti. Apa rata-rata itu yang dikamar dua sampai tiga 
orangyang tinggal.jadi kalau pembina panti masuk kita dikasih hukuman le 
kalau kotor kita punya kamar dan wisma” 
Wawancara 27 September 2014 
 
(2) Bimbingan mental terdiri dari mental psikologi, kesehatan mental, dan mental 
agama. 
 
Menurut ungkapan “KN” : 
“kami setiap malam jum’at berkumpul di mesjid panti bersama 
pembina untuk mengaji,berdoa bersama,tadarusan,zikir,dan banyak lagi kak” 
Wawancara 27 September 2014 
 
 
(3) bimbingan sosial, untuk memulihkan dan mengembangkan tingkah laku yang 
positif sehingga mampu melaksanakan relasi dan interaksi sosial dengan 
baik. Meliputi dinamika kelompok, kemasyarakatan, etika sosial, kesenian 
musik, kesadaran hukum, dan lain-lain. 
 
Seperti pernyataan dari informan “DF” : 
“Disini banyak keterampilan yang di ajarkan kak. Selain keterampilan 
disini diajarkan ki belajar seperti ji anak sekolah ada juga jam belajarnya. Baru 
ada juga kegiatan di luar seperti baru-baru ini ada kegiatan bakti sosial”. 
Wawancara 27 September 2014 
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Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan bimbingan dan 
proses pelayanan di PSMP Toddopuli ini penerapannya sangat terkontrol oleh 
masing-masing pembina panti yang di tugaskan pada bidangnya.  Norma dan strategi 
pemberdayaan yang di terapkan oleh panti dapat mendidik klien dalam proses 
pengembangan perbaikan diri anak di dalam Panti ini. selain itu, sistem kekeluargaan 
yang di terapkan dalam segala bentuk kegiatan di Panti sebagian besar dapat di terima 
oleh anak binaan. Hal ini dapat di buktikan dari hasil wawancara informan “IH” : 
“Semenjak saya di vonis dan di masukkan ke dalam panti ini kak, saya 
kira panti ini keras sekali didikannya dan di dalamnya banyak anak-anak nakal 
yang lebih mengerikan kasusnya. Kayak pembunuhan atau semacamnya. Tapi 
pas saya masuk di sini memang tidak seperti di lingkungan tempat saya tinggal, 
ada aturan yang harus kita taati dan di sini kita di ajarkan disiplin dan taat 
beragama. Dan kalau anak-anak lainnya itu saya kira anak yang berkasus 
semua di dalammnya tapi ada juga anak-anak dari daerah yang kurang mampu 
orang tuanya. Dengan di kasihkan ki aturan-aturan dan kegiatan di sini saya 
sadar kalau saya di ajarkan hal-hal yang baik dan sayapun suka bergaul 
sesama teman-teman di sini walau tidak semua yang bisa saya ajak bicara”. 
Wawancara tanggal 17 September 2014 
 
2. Resosialisasi 
Resosialisasi merupakan proses pembelajaran norma baru, nilai, sikap, dan 
perilaku. Sebagian besar resosialisasi bersifat sukarela tetapi beberapa di antaranya, 
seperti yang terjadi pada penghuni institusi total, tidak bersifat sukarela. Irving 
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Goffman mengartikan institusi total sebagai suatu tempat tinggal dan bekerja yang di 
dalamnya terdapat sejumlah individu dengan situasi yang sama, 
 
Kegiatan resosialisasi dilaksanakan oleh seksi program  advokasi sosial, seksi 
rehabilitasi sosial dan pekerja sosial dibawah pengawasan langsung kepala panti ini 
meliputi bimbingan kesiapan keluarga dan masyarakat untuk menerima kembali eks 
klien sepulangnya dari PSMP Toddopuli nanti, bimbingan hidup bermasyarakat pada 
klien, penyaluran dan bimbingan usaha kerja. 
 
Seperti yang di ungkapkan “WD” : 
“Resosialisasi itu dilakukan guna menciptakan suasana baru untuk para anak 
binaan agar mampu beradaptasi dan belajar dengan suasana yang baik atas bekal 
yang di berikan PSMP Toddopuli kemudian di aplikasikan pada setiap program dan 
kegiatan-kegiatan yang telah di tanamkan saat dibina disini”. 
Wawancara 28 September 2014 
 
Dalam pandangan Pearse dan Stiefel dinyatakan bahwa pemberdayaan 
mengandung dua kecenderungan, yakni primer dan sekunder. Kecenderungan primer 
berarti proses pemberdayaan menekankan proses memberikan atau mengalihkan 
sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu 
menjadi lebih berdaya. Sedangkan kecenderungan sekunder melihat pemberdayaan 
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sebagai proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai 
kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihannya 
(Prijono dan Pranarka, 1996). 
Realitanya kecenderungan primer dapat di lihat pada aktivitas pada kegiatan 
panti yang menitik beratkan pada proses perbaikan dan pengembangan diri anak yang 
tujuannya agar bisa menjadi anak yang baik dan berguna bagi masyarakat nantinya. 
Kegiatan itu seperti bimbingan kerohanian/keagamaan,keterampilan,kedisiplinan,dan 
berbagai kegiatan positif lainnya. Sedangkan kecenderungan sekundernya yaitu 
melakukan sebuah pendekatan yang bersifat persuasif tujuannya agar anak binaan 
bisa terbuka dalam segala hal yang mereka rasakan. 
 
3. Penyaluran dan Pembinaan Lanjut. 
Kegiatan dalam tahapan ini dimaksudkan sebagai sarana untuk memantau 
perkembangan perubahan tingkah laku positif secara fisik, sosial dan keterampilan 
serta usaha kerja sekaligus memberikan bimbingan dan konsultasi peningkatan hidup 
bermasyarakat dan peran serta dalam pembangunan, peningkatan usaha kerja, serta 
bimbingan terhadap kendala yang dialami klien setelah selesai mengikuti rehabilitasi 
sosial di PSMP Toddopuli Makassar.  
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Tahap ini dilaksanakan oleh seksi program dan advokasi sosial, seksi rehabilitasi 
sosial, dan pekerja sosial dibawah pengawasan langsung kepala panti. 
 
”WD”menuturkan :  
“PSMP Todopuli ini adalah lembaga pemerintah di bawah naungan 
Kementerian Sosial dan bekerja sama dengan Dinas Sosial serta membangun 
korelasi dengan beberapa instansi swasta terkait pada masing-masin daerah”. 
Wawancara tanggal 28 September 2014 
 
Dapat di simpulkan bahwa pihak panti tidak semata-mata melepas begitu saja 
anak binaan yang telah menjalani masa rehabilitasi di Panti Sosial Marsudi Putra 
(PSMP) Toddopuli, pihak panti tetap akan mengawal perkembangan anak binaannya 
yang telah selesai dalam proses rehabilitasi di dalam panti. Seperti bekerja sama 
dengan beberapa pihak terkait yaitu perusahaan swasta maupun instansi pemerintahan 
yang di bekerja sama oleh Kementerian RI dalam mengawal dan membina anak 
binaan panti sosial kemudian anak itu akan di berdayakan, dalam hal ini 
memberdayakan sumber daya manusia yang telah mendapat pembinaan kemudian 
akan di salurkan ke dunia kerja tetapi tetap dalam konteks pengawalan PSMP. 
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Seperti yang dikatakan oleh “MS”: 
“Anak-anak binaan disini dek tetap kami kawal terus. Setelah masa binaannya 
selesai dari sini. Dalam artian tetap dipantau oleh pihak panti bagaimana 
perkembangannya di luar sana. Dan adapun di antara anak binaan yang tak 
berdaya, kami pihak panti akan menarik kembali ke panti untuk kembali di bina” 
Wawancara tanggal 24 September 2014 
 
 
Tujuan utama pemberdayaan menurut Ife adalah memperkuat kekuasaan 
masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik 
karena kondisi internal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil) guna 
melengkapi pemahaman mengenai pemberdayaan maka perlu juga diketahui konsep 
mengenai kelompok lemah dan ketidakberdayaan yang dialaminya. 
 
Beberapa kelompok yang dapat dikategorikan sebagai kelompok lemah atau tidak 
berdaya meliputi: 
1. Kelompok lemah secara structural, baik lemah secara kelas, gender, maupun etnis. 
2. Kelompok lemah khusus, seperti manula, anak-anak dan remaja, penyandang cacat,  
   gey, lesbian, masyarakat terasing. 
108 
 
3. Kelompok lemah secara personal, yakni mereka yang mengalami masalah pribadi 
dan/   
    atau keluarga. 
 
Sennet dan Cabb (1972) dan Conway (1979) menyatakan bahwa 
keitidakberdayaan ini disebabkan beberapa factor seperti : ketiadaan jaminan 
ekonomi, ketiadaan pengalaman, dalam arena politik, ketiadaan akses terhadap 
informasi, ketiadaan dukungan finansial, ketiadaan pelatihan-pelatihan, dan adanya 
ketegangan fisik maupun emosional. 
 
2. Dampak pemberdayaan terhadap anak binaan 
Sebagai bagian dari perbaikan kondisi sosial kemasyarakatan, isu anak tentu saja 
menjadi penting. Hal ini juga menjadi fokus penelitian ini. Dalam hal pemberdayaan 
kepada anak binaan, ada beberapa capaian yang mampu memacuh perbaikan kondisi 
anak binaan Panti Sosial Marsudi Putra Todopulli berdasarkan hasil penelitian: 
a. Aspek moralitas yang sedikit banyaknya bisa dikontrol. Ketika kemudian 
anak-anak binaan yang dulunya memiliki banyak masalah di bidang moral, 
oleh para pembina itu bisa disembuhkan secara perlahan. Hal ini berdasarkan 
penuturan dari informan 
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“MS”: 
“Di Panti ini ada beberapa kegiatan yang diharapkan mampu 
memperbaiki sikap, salah satunya adalah pembinan mental dan 
spiritual melalui kegiatan di mesjid berupa pembacaan Al Quran, 
ceramah-ceramah, dan pembinaan lain melalui pendekatan agama” 
Wawancara tanggal 17 september 2014 
 
 
b. Aspek Kesadaran Bertanggung jawab juga menjadi dampak positif bagi anak-
anak binaan. Dalam prosesnya, para pembina mencoba mengarahkan anak-
anak agar lebih bisa membangun tanggungjawab melalui kegiatan rutin 
keseharian. Misalnya penuturan informan “MS”: 
 
“Kami memberikan tanggunjawab setiap anak binaan yang ada di 
Panti Sosial Marsudi Putra Todopulli untuk melakukan 
tanggungjawab yang ada berupa kebersihan lingkungan, jadwal 
kebersihan, menjaga kebersamaan sesama penghuni panti”. 
Wawancara tanggal 17 september 2014 
 
 
 
c. Aspek Pengetahuan terhadap keterampilan masing-masing dalam Panti 
Sosial. Dalam proses ini anak binaan di ajarkan beberapa keterampilan 
khusus pada pembagian bidang keterampilan yang mereka inginkan. Seperti 
menjahit,  otomotif, mebel, kecantikan, dll. Sesuai penuturan “MS” : 
 
“Disini anak binaan dibina dalam bentuk keterampilan juga untuk 
membekali pengetahuan tentang keterampilan khusus yang mereka 
inginkan untuk menjadikan anak itu bisa produktif nantinya ketika 
proses assesmen dilakukan dan dapat bersaing di dunia kerja pada 
hakekatnya.” 
Wawancara tanggal 17 september 2014 
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Dari hasil wawancara di atas anak binaan di panti marsudi putra ini di 
bina dan di di tanamkan beberapa aspek nilai-nilai sosial yang nantinya 
menjadi bekal untuk dirinya sendiri dan dapat mereka aplikasikan nanti pada 
saat berada diluar panti pasca pembinaan, di antara yaitu aspek moralitas 
anak binaan di tanamkan nilai-nilai agama dan religius agar anak binaan 
memiliki akhlak yang baik, rajin beribadah dan tak lupa pada sang 
penciptanya, kedua yaitu aspek kesadaran individu dalam bertanggung jawab 
baik untuk dirinya dan juga kepada lingkungan nya, anak diajarkan untuk 
hidup sehat dan bersih, tanggung jawab dari apa yang telah di amanahkan 
dari pihak panti, misalkan seperti ada jadwal kebersihan yang telah di 
sepakati sebelumnya dan bagi yang melanggar maka akan ada 
konsikuensinya dan mendapatkan sangsi sesuai apa yang telah di sepakati 
sebelumnya dengan pihak panti. Dan yang ketiga yaitu aspek pengetahuan 
dan keterampilan (skill) itu sendiri yang menjadi bekal bagi anak binaan 
untuk dapat mereka gunakan setelah selesai masa binaan nya, baik iya ikut 
kerja atau di libatkan di perusahaan swasta ataupun instansi pemerintahan 
yang bermitra dengan panti marsudi putra ataupun membuat dan membuka 
usaha sendiri dengan bekal keterampilan yang mereka dapatkan selama 
proses masa binaan yang mereka dapatkan selama proses masa binaan dalam 
panti.  
 
111 
 
Setidaknya panti ini mewadahi dan memberikan ruang bagi anak-anak 
yang dipilih sesuai kategori dari program PKSA. PKSA di kembangkan 
dengan perspektif jangka panjang sekaligus utuk menegaskan komitmen 
kementrian sosial untuk merespon tantangan dan upaya mewujudkan 
kesejahteraan sosial anak yang berbasis hak. Juga perwujudan dari 
kesungguhan kementrian sosial mendorong perubahan paradigma dalam 
pengasuhan, peningkatan kesadaran masyarakat , penguatan tanggung jawab 
orang tua/keluarga, dan perlindungan anak yang bertumpuh pada keluarga 
dan masyarakat, serta pemenuhan kebutuhan dasar anak yang dapat 
merespon keberagaman kebutuhan.oleh karena itu, PKSA merupakan respon 
sistemik dalam perlindungan anak, termasuk memberikan penekanan pada 
upaya pencegahan. 
 
Dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam 
bidang ilmu pengetahuan (the body of knowledge) tetapi dapat di telah dari 
sisi pandang sentralistis kehidupan. Misalnya agama, hukum dan sosiologi 
menjadikan pengertian anak semakin rasional dan actual dalam lingkungan 
sosial.Untuk meletakkan anak kedalam pengertian subjek hukum maka 
diperlukan unsur-unsur internal maupun eksternaldi dalam ruang lingkup 
untuk menggolongkan status anak tersebut. Unsur-unsur tersebut adalah 
sebagai berikut : Unsur Internal pada diri anak. Subjek hukum : sebagai 
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manusia anak juga digolongkan sebagai human right yang terkait dalam 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
d. Selain tiga aspek di atas, ada pula dampak yang tersembunyi (Latent). 
Dimana dampak yang tersembunyi itu terdapat pada perilaku anak yang 
berstatus pidana dan yang berstatus anak penerima manfaat. Secara tidak 
langsung peneliti melihat dari proses wawancara terhadap pemilihan 
informan anak yang berstatus (ABH) dan anak penerima manfaat (APM) ada 
konflik ringan berupa sekat diantara keduanya dikarenakan mereka berbeda 
latar belakang dan ada perbedaan strata sosial dan terkadang muncul sedikit 
kecemburuan sosial di antara anak binaan terhadap anak yang berbadan 
hukum di karenakan anak yang berbadan hukum itu di jenguk oleh anggota 
keluarganya dengan menggunakan mobil, terkadang rasa risih(minder) untuk 
bergaul dengan anak yang berbadan hukum . Seperti yang dituturkan oleh 
“AT”, “MSR”, dan “RK” selaku APM dan “SD” dan “DF” selaku ABH. 
Pernyataan Anak Penerima Manfaat (APM) : 
 
“AT” : 
“Saya merasa takut kak kalau saya mau duluan bicara sama mereka 
karena mereka susah di tebak kak. Mereka juga selalu berkumpul 
sesamanya jadinya saya tidak mau ba ikut di group mereka. mereka itu 
sering berkelompok kak baru tidak mau ba sapa kami maka kami tidak mau 
sapa juga” 
Wawancara tanggal 17 September 2014 
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“MSR” : 
“Malas kak kalau saya sering bergaul sama mereka kak. Susah di tebak 
merekanya”. 
Pendiam dan tidak mau di ajak bercanda seperti kita-kita disini”. 
Wawancara tanggal 17 September 2014 
 
 
“RK” : 
“ maluka saya rasa saya bergauldengan dia kak, rata-rata anak orang 
kaya dia kak, biasa kalau hari sabtu mi itu datang mi orang tuanya jenguk ki 
pakai mobil, di bawakan mi juga biasa makanan, baru nda na panggil-
panggil ki lagi, langsung na bawa ke kamarnya. Nah kita kodong nda ada 
yang jenguk ki, apalagi orang tua ku saya kak nda kayak org tua nya mereka 
baru jauh nya lagi . tapi enak mi saya rasa disini banyak ji teman-teman ku 
yag senasib dengan saya, nda pusing ja kalau nda mereka(ABH) tidak mau 
bergaul dengan saya. 
 
Pernyataan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) : 
 
“SD” : 
“Saya sering berbicara sama mereka di dalam kelas keterampilan tapi 
tidak nyaman karena bercandanya. Malas ka juga kalau ada saya dengar 
cerita-cerita anak yang berkasus belah”. 
Wawancara tanggal 17 September 2014 
 
 
“DF” : 
“Beda pembahasan ka bela Sama mereka kak apalagi beda daeerah 
ka juga, banyak dari mereka orang luar makassar/sulsel, itu mi jarangka 
ngumpul sama mereka (APM) , paling itu kalau ketemu di mesjid atau di 
kelas keterampilan , baru dia malu dan saya juga malu-malu ka bicara 
duluan. Jadi cuek-cuek mi semua” 
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Dari berbagai kutipan wawancara di atas adanya beberapa perbedaan 
di antara ke duanya yang tak menyatukan mereka dalam satu lingkungan, 
yakni perbedaan pola pikir ,strata sosial, adanya kecemburuan sosial, bahkan 
ada kelompok-kelompok kecil di dalamnya .solidaritas yang terbentuk hanya 
sebatas persamaan semata , misalkan anak yang penerima manfaat bergaul 
dengan sesamanya anak penerima manfaat, begitupun sebaliknya anak yang 
berhadapan dengan hukum bergaul dengan sesamanya anak yang berhadapan 
dengan hukum. Dalam teori solidaritas sosial yang di kemukakan Emile 
durkheim yakni solidaritas yang terbentuk dan terjalin yaitu solidaritas 
mekanik dimana dikarenakan ada nya kesamaan di dalam kelompok tersebut.  
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BAB VI 
PENUTUP 
Berdasarkan hasil penelitian terhadap Pemberdayaan Anak Binaan di 
Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Toddopuli Makassar yang dilakukan oleh 
penulis selama berada di lokasi penelitian, maka penulis menyusun kesimpulan 
dan saran-saran sebagai berikut : 
A. Kesimpulan 
1. Panti Sosial untuk anak binaan harus hadir sebagai organisasi sosial yang 
mampu menjemput segala permasalah yang ada pada anak binaannya masing-
masing. Selain karena tugas sosialnya sebagai lembaga pembinaan, juga 
karena aspek yang ada pada diri anak-anak adalah aset yang pentig untuk 
diperbaiki sebagai jawaban perbaikan masa depannya. Jika lembaga panti 
sosial tidak mampu hadir sebagai wadah perbaikan diri, maka tentu saja anak-
anak yang berada di wilayah binaanya hanya akan mengalami aktivitas yang 
sia-sia dan pada akhirnya nanti ketika keluar dari lembaga binaan tidak 
melahirkan output apa-apa selain kegiatan menghabiskan dana dan waktu. 
2. Proses pemberdayaan anak binaan dalam pelaksanaan berbagai kegiatan di 
panti sosial tidak luput dari faktor pendukung kegiatan tersebut. Seperti 
infrastruktur, pendanaan,dan membangun relasi kerja sama dengan pihak-
pihak terkait. Tanpa adanya faktor tersebut visi melakukan pemberdayaan 
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pada anak binaan bisa terkendala secara teknis maupun praktis. Kehadiran 
pemerintah melalui dinas terkait juga penting untuk melakukan kontrol dari 
luar. Secara umum kehadiran lembaga sosial panti binaan anak menjadi tugas 
kita bersama mengawal segala bentuk aktivitasnya.  
3. Panti sosial dalam hal ini telah mampu memberikan proses kemandirian bagi 
setiap anak binaannya dalam berkarya dan terampil. Terbukti dengan 
program-program dari PSMP Todopuli ini yang mengarah pada peningkatan 
kemampuan kreatifitas dan berpikir inovatif. Namun, tidak terlepas dari peran 
intansi pemerintah dan lembaga sosial terkait untuk tetap mengontrol anak 
binaan yang telah lepas dari proses di dalam panti sosial itu, dengan 
membangun dan menjaga hubungan kerja sama antara instasi terkait dan 
usaha yang memandirikan. Proses ini menjadi ruang berkreasi sekaligus ajang 
untuk mendewasakan anak binaan menjadi terampil dan mandiri dalam 
kehidupan sosialnya. 
 
B. Saran 
Sebagai bahan perimbangan untuk semua pihak yang terkait, dalam hal 
yang berkaitan dengan Pemberdayaan Anak Binaan di Panti Sosial Marsudi Putra 
(PSMP) Toddopuli Makassar, penulis mencoba memberiakan saran-saran sebagai 
berikut : 
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1. Untuk mewujudkan lembaga panti sosial yang lebih baik dibutuhkan fasilitas 
dan pendanaan yang mapan. Dua hal ini menjadi titik fokus berjalanannya 
lembaga pemberdayaan. Melalui keduanya berbagai persoalan bisa 
diselesaikan dengan mudah dan cepat. 
2. PSMP Toddopuli harus melibatkan unsur akademisi di kampus-kampus agar 
teknis penjabaran di lapangan bisa berjalan efektif sesuai visi lembaga ini. 
Seperti diketahui komponen akademisi, terutama mereka yang aktif di 
wilayah pekerja sosial memiliki pengetahuan yang mampu membantu 
berjalannya lembaga tersebut. 
3. Pihak PSMP Toddopuli sebisa mungkin membukakan ruang khusus atau 
kegiatan khusus yang bersifat kebersamaan bagi anak penerima manfaat 
(APM) dan anak berhadapan dengan hukum (ABH) agar kiranya kedua status 
ini dapat lebih menjalin hubungan yang lebih baik lagi antar sesama anak 
binaan. Hal ini juga untuk menghindari terjadinya disparitas antara dua unsur 
yang berada di lembaga tersebut. 
4. Selain struktural lembaga pemerintah, pihak keluarga juga mesti ikut andil 
dalam proses perbaikan anak binaan di panti sosial anak. Karena tak bisa 
dipungkiri bahwa posisi orang tua dalam pembinaan karakter anak berada di 
urutan pertama sebagai penentu. Jadi harus ada keterpaduan antara lembaga 
sosial dengan lembaga keluarga untuk menciptakan suasana kondusif untuk 
tumbuh kembang anak. 
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LAMPIRAN DAN DEKUMENTASI. 
Lampiran 1. Informasi eks klien 
Kondisi informan eks klien di PSMP Toddopuli 
No Informan Umur Jenkel Asal Sisa 
Rehabilitasi  
Masa  
Rehabilitasi 
Sifat  
Program 
1. AT 18 Th L Kab. Toli-
toli 
4 Bulan 1 Tahun APM 
2. MS 12 Th L Kab. 
Bantaeng 
6 Bulan 1 Tahun APM 
3. KN 16 Th P Kab. 
Bulukumba 
6 Bulan 1 Tahun APM 
4. RK 17 Th P Tarakan 1 Bulan 1 Tahun APM 
5. AD 16 Th L Kab. Toli-
toli 
8 Bulan 1 Tahun APM 
6. DF 17 Th P Makassar 3 Bulan 1 Tahun ABH 
7. MA 14 Th L Makassar 1 Minggu 6 Bulan ABH 
8. IH 15 Th L Makassar 1 Bulan 2 Tahun ABH 
9. SD 17 Th L Makassar 1 Bulan 1 Tahun ABH 
10. AR 15 Th L Makassar 1 Minggu 7 Bulan ABH 
 
 
 
 Lampiran 2. Informasi informan pegawai panti. 
Kondisi informan SDM di PSMP Toddopuli 
No Informa
n 
Umur Jenke
l 
Asal Jabatan  Masa Kerja 
1. WD 40 Th L Kab. Wajo KASUBAG TATA 
USAHA 
14 Th - sekarang 
2. MS 52 Th L Kab. Gowa KEPALA SEKSI 
REHABILITASI 
SOSIAL 
21 Th - sekarang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 3. Pedoman wawancara untuk anak binaan di Panti Sosial 
PEDOMAN WAWANCARA 
“Pemberdayaan Anak Binaan di Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Toddopuli 
Makassar” 
 Di Jalan Salodong, Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya Makassar. 
Anak Binaan 
A. Identitas Informan 
Nama    : 
Jenis kelamin   : 
Usia    : 
Agama     : 
Pendidikan terahir   : 
Alamat    : 
Dari mana anda berasal  :   
B. Pertanyaan 
1. Apakah motiv utama yang menyebabkan anda masuk dalam bimbingan di 
PSMP Toddopuli Makassar ? 
2. Bagaimana perasaan anda setelah masuk dan di bimbing di dalam PSMP 
Toddopuli Makassar ? 
3. Bagaimana hubungan anda dengan Pekerja Sosial di dalam PSMP Toddopuli 
selama masa pelaksanaan pelayanan/bimbingan ? 
4. Program kerja apa saja yang dilakukan oleh PSMP Toddopuli terhadap anak 
binaan. khususnya anda ? 
5. Keterampilan apa saja yang diberikan oleh PSMP Toddopuli terhadap anak 
Binaan ? 
6. Dari program mental, sosial, keagamaan dan keterampilan yang diberikan 
oleh pihak PSMP Toddopuli, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan diri 
sendiri ? 
7. Dengan anda mengikuti pelatihan keterampilan oleh PSMP Toddopuli, 
apakah anda terdorong untuk menekuninya dan membuka usaha sendiri ? 
8. Menurut anda apakah antara materi yang diberikan oleh instruktur dalam 
penyajian praktek yang dilaksanakan mudah di pahami ? 
9. Apakah anda mengalami kesulitan setelah masuk dalam PSMP Toddopuli ini 
? 
10.  Jika iya anda mengalami kesulitan, dari manakah kesulitan itu muncul ? 
11.  Menurut anda, apakah infrastruktur di dalam PSMP Toddopuli sudah  
 memadai dan mendukung keseharian anda ? 
12.  Selain dibimbing keterampilan, program kerja apa sajakah yang menjadi  
 rutinitas PSMP Toddopuli untuk anak binaannya. Khususnya anda ? 
13.  Apakah anda mesti mengeluarkan biaya untuk masuk dalam PSMP 
 Toddopuli ? 
14.  Jika iya anda mengeluarkan biaya, untuk apakah biaya itu digunakan ? 
15.  Berilah gambaran tentang kegiatan yang anda lakukan setiap hari dari mulai 
 bangun tidur sampai malam menjelang tidur dalam PSMP Toddopuli ? 
16.  Apa saja faktor pendukung menurut anda dalam peran anak binaan terhadap  
 pelaksanaan pelayanan/bimbingan di PSMP Toddopuli 
 
Lampiran 4. Pedoman wawancara untuk pegawai di Panti Sosial. 
 
PEDOMAN WAWANCARA 
“Pemberdayaan Anak Binaan di Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Toddopuli 
Makassar” 
Di Jalan Salodong, Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya Makassar. 
 
Sumber Daya Manusia (SDM) 
A. IdentitasInforman 
Nama    : 
Jenis kelamin   : 
Usia    : 
Agama     : 
Pendidikan terakhir  : 
Jabatan    : 
Alamat    : 
 
B. Pertanyaan 
1. Kegiatan pelayanan apa saja yang dilakukan setiap harinya di dalam 
PSMP Toddopuli Makassar, baik kegiatan sosial, mental, keagamaan dan 
keterampilan ? 
2. Selain di dalam Panti, Adakah kegiatan pelayanan ekstrakulikuler lainnya 
dilaksanakan di luar PSMP Toddopuli ? 
3. Bagaimana anda biasa menjalankan kegiatan pelayanan di PSMP 
Toddopuli, apakah ada bantuan khusus secara materi dari 
Instansi/Lembaga sosial terkait ? 
4. Apakah ada cara selain mengaharapkan bantuan dari Instansi/Lembaga 
sosial terkait dalam menjalankan kegiatan pelayanan/bimbingan di PSMP 
Toddopuli ? 
5. Bagaimana proses kerjasama antara  Pihak PSMP Toddopuli dengan 
Instansi swasta maupun Lembaga sosial terkait dalam memberdayakan 
anak binaan ? 
6. Apakah ada program kerja dari Instansi swasta dan Lembaga sosial yang 
mengarah kepada pembinaan anak, seperti pelatihan keterampilan atau 
pelatihan khusus ? 
7. Apakah infrastruktur yang mendukung proses rehabilitasi sudah memadai 
di dalam PSMP Toddopuli ? 
8. Bagaimana perlakuan pelaksanaan pelayanan terhadap anak yang 
berhadapan dengan hukum (ABH) dengan anak penerima manfaat (APM) 
? 
9. Bagaimana proses penerimaan terhadap anak yang berhadapan dengan 
hukum (ABH) dengan anak penerima manfaat (APM) ? 
10. Apa yang anda dapat kemukakan dalam tujuan PSMP Toddopuli 
memberdayakan anak binaan ? 
11. Apakah ada berupa bentuk anggaran khusus atau bantuan secara materi 
dari Instansi/Lembaga Sosial terkait ? 
12. Bagaimana anda sebagai jabatan kepala PSMP Toddopuli melihat prospek 
kedepan dari anak binaan dalam memberdayakan anak ? 
13. Bagaimana sebaiknya menurut anda bentuk perencanaan program 
pelaksanaan pelayanan yang efektif dalam program pemberdayaan anak ? 
14. Apakah faktor pendukung dalam peran serta anak binaan terhadap 
pelaksanaan pelayanan/bimbingan di PSMP Toddopuli ? 
15. Apakah faktor penghambat dalam peran serta anak binaan terhadap 
pelaksanaan pelayanan/bimbingan di PSMP Toddopuli ? 
 
Lampiran 5. Dekumentasi lapangan. 
Lokasi penelitian Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Toddopuli Makassar 
 
Melakukan wawancara ke anak penerima manfaat eks klien laki-laki. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Melakukan wawancara ke anak penerima manfaat eks klien perempuan. 
 
Melakukan wawancara ke anak yang berkasus atau berhadapan dgn hukum 
(ABH).  
 
 
 
 
 
 
Melakukan wawancara ke pegawai panti. 
 
 
 
 
 
